MENTER| KETEMAGACERIAAN
REPUBLIK INDOMESLA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REEPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah
berupa simplifikasi peraturan  perundang-undangan,
meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, dan
sjalan dengan perkembangan bidang pelayanan penempatan
tenaga kerja, perlu dilakukan penvempurnaan Peraturan
Menteri Tenaga Kena dan Transmigrasi Nomor PER. 07/
MEN/TV/2008 tentang Penempatan Tenaga Ketja;

b. bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilakukan secara terpadu dalam
satu sistern penempatan tenaga kerja sebagai pelaksanaan
atas ketentuan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenfang Ketenagakerjaan dan
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

| Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
| kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
teritang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

]

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurut a dan huruf b, perlu mepetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan Tenagza Kerja;
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunva Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 MNomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Momor 4);

2. Undang-Undang Momor 7 Tahun 1981 tentang Waijib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4445);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor
Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 58 mengenai Lembaga
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);

R Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8§ Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan
Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan
Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERIAAN TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini vang dimaksud dengan:

1. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan
kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan
tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh
pekerjaan vang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi
kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

3. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja,
penvuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.

4. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan
Tenaga Kerja dalam 1 (satu} daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu)
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

5 Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem
Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.

6. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem
Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.

7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan. pengusaha, badan hukum, atau
badan-badan lainnya vang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

8  Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat
persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKALD.

% Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari
pekerjaan maupun yang sudah bi.-keqa tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan,
baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada
Pemberi Kerja.

10l Intormasi Pasar Kerja vang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan
mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan

luar negeri.
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11. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan
dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat,

12, Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui
dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih
bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan
vang dimiliki.

13. Perantaraan Kerja adalah proses mempertemukan Pencari Kera dengan Pemberi
Kerja sampai dengan terjadinya hubungan kerja,

4. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan. keterampilan, dan sikap kerja yvang sesuai dengan standar
vang ditetapkan,

15, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS
adalah lembaga berbadan hukum vang telah memperoleh zin tertulls untuk
menyelengparakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.

16. Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.

17. Bursa Kena Khusus yvang selanjuinya disingkat BKK adalah unt pelayvanan pada
satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan
kerja vang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.

18. Penanggung Jawab Perusahaan adalah Direktur Utama LFTKS sebagaimana
tercantum dalam akta pendirian/perubahan badan hukum.

19. Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil vang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yvang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan Antarkerja. |

20, Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan
kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang  berwenang untuk
melaksanakan pelayanan Antarkerja.

21, Pameran Kesempatan Kerja (Jobr Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah
Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu

dengan hujuan penempatan.

22, Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu vang selanjutnva disebut SISNAKER
Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya
manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu
sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang
terpadu bidang ketenagakerjaan.

23, Surat lzin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya |
disinglat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yvang
berwenang untuk menyelenggarakan Pelayvanan Penempatan Tenaga Kerja.
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24. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerinfahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota.

25. Dinas Provinsi adalah perangkatdaerah yang melaksanakanurusan pemermtahan
bidang ketenagakerjaan vang menjadi kewenangan daerah provinsi.

26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal vang membidangi Penempatan
Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.

v

. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan.

Pasal 2
Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja nasional.

Pasal 3

(1) Penempatan Tenaga Kena bertujuan untuk menempatkan tenaga kena pada
jabatan vang sesuai dengan kualifikasi keahlian. keterampilan, minal, bakat
dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan
perlindungan hukum.

(2) Pelavanan Penempaton Tenaga Kerja bersifat terpadu dalam satu sistem
Penempatan Tenaga kerja vang meliputi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan,
IPK, mekanisme Antarkerja, dan kelembagaan penempatan tenaga kerja.

BAB 11
AZAS PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 4
Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan berdasarkan asas:

a. lerbuka;

b. bebas;

¢.  obyvektif; dan

d. adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 5

{1} Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas terbuka sebagaimana dimaksod
dalam Masal 4 huruf a dilakukan dengan memberikan informasi lowongan
pekerjaan secara jelas kepada Pencan Kerja mengenai jenis pekerjaan, lokasi
kerja, besarnya upah, jam kerja, dan kondisi kerja,
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{2) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas bebas sebagaimana dimaksud dalam |
Pasal 4 huruf b dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Pencari Kerja
dalam memilih pekerjaan dan kepada Pemberi Kerja dalam memilih tenaga
kerja.

(3) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas obyektif sebagaimana dimaksud |
dalam Pasal 4 huruf ¢ dilakukan dengan menawarkan pekerjaan yang sesuai
kepada Pencari Kerja oleh Pemberi Kerja, baik dari sisi kemampuan dan
persyaralan jabatan yang dibutubkan, serta tidak memihak pada kepentingan
tertentu,

{(4) Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan asas adil dan setara fanpa diskriminasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui Penempatan
Tenaga Kerja berdasarkan Kompetensi Kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis
kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

BAB [
WEWENANG DAN TUGAS

PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSL DAN |
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |

Bagian Kesatu
Pemerintah Pusat

Pasal &
Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Femerintah Pusat memiliki wewenang:
a. pelayanan Antarkerja nasional;
b. Pengantar Kerja;
c. penerhitan izin LPTKS lebih dan 1 (satu) daerah provinsi; dan
d. pengembangan Bursa Kerja dan [PK nasional dan di luar negeri.

Pagal 7

(1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Femerintah Pusat mempunyai tugas:
a. menerbitkan SPP AKALY
b. informasi dan analisis pasar kerja nasional; dan
€. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan terhadap Pengantar Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & huruf b, Pemerintah Pusat mempunyai lugas:
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a, menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis jabatan fungsional
Pengantar Kerja;

b. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
¢. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja;

d. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
fungsional Pengantar Kerja;

e, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional /teknis fungsional
Pengantar Kerja;

. menvelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional
Pengantar Kerja;

2. mengkaji dan mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengantar Kera;

h. sosialisasi jabatan fungsional Pengantar Kerja, ketentuan pelaksanaan, dan
ketentuan teknisnya;

L. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
| memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengantar Kerja;
K. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengantar Kerja;

I, memifasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etk
Pengantar Kerja;

m. melakukan pemantavan dan evaluasi jabatan fungsional Pengantar Kerja;
dan

n. melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan fungsional Pengantar
Kerja.

{3} Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemérintah
Pusat melakukan:

a. pembinaan terhadap petugas Antarkerja; dan

b. fasilitasi uji kompetensi jabatan fungsional Pengantar Kerja dan Petugas
Antarkﬂzi.;t.

{4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf ¢, Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

a.  menerbitkan dan mencabut SIU LPTES AKAD:
b. menerbitkan SIU LPTES AKAD Perpanjangan; dan
c. menerbitkan SIU LPTES AKAD Perubahan.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan pengembangan Bursa Kerja dan II'K nasional
dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pemerintah
Pusat mempunyai tugas:
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memberikan pemh‘lna.nn BEK:

b. memberikan pelayanan IPK kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala
nasional dan di luar negeri; dan

c. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarloaskan IPK skala
nasional dan di luar negert.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 8
Dalam Pelavanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki

'l-'n"E".lU‘E'I'LEII'l‘E!

a. pelayanan Antarkerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 {satu) daerah
provinsi;

b. penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi; dan

c. pengelolaan IPK dalam 1 {satu) daerah provinsi

Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas:

a. menerbitkan rekomendasi persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
dan

b. menerbitkan SPP AKL,

(2) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud
dalam FPasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah Frovinsi mempunvai tugas:

a.  menerbitkan dan mencabut SIU LPTKS AKL;
b, menerbitkan SIL LPTKS AKL Perpanjangan; dan
¢ menerbitkan 5IU LPTKS AKL Perubahan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf c. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas:

a. memberikan pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan
Pemberi Kerja skala provinsi,

b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala
provinsi.
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Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 10

Dialam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
memiliki wewenang;

a. pelayanan Antarkerja di daerah kabupaten/kota;
b. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
c. pengelolaan IPK dalam daerah kabupaten/kota,

Pasal 11

(1) Dalammelaksanakankewenangan pelayanan Antarkerja sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 10 huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas
melakukan layvanan Antarkerja.

(2) Layanan Antarkerja sebagaimana dimaksud pada avat (1), terdiri atas:
a. IPK;
b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
¢. Perantaraan Kena.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pelayanan Antarkerja
di tingkat kecamatan dengan menyiapkan sumber dayva manusia pelavanan

Antarkerja.

{(4) Dalam melaksanakan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud
dalarm Pasal 10 huruf b, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. menerbitkan dan mencabut SIU LPTES AEKL:
b. menerbitkan SIU LPTES AKL Perpanjangan; dan
¢, menerbitkan SIU LPTES AKL Perubahan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurui
¢, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. memberikan pelayvanan [PK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan
Pemberi Kena skala kabupaten/kota; dan

b. mengumpulkan, mengolah, analisis, dan menyebarluaskan IPK skala
kabupaten/kota.

(6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota melakukan penerbitan tanda daftar BKK.
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BAB IV
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Eagtn.n Kesatu
Limam

Pasal 12

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas: I

a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan; dan '

b. lembagas swasta berbadan hukum,

Pasal 13 |

(1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi pemerintah  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf adilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat, Dinas Provinsi, atau
Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan oleh dircktorat jenderal yang membidangi Penempatan
Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja. |

(3} Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakeraan di Dinas Provinsi atau Dinas |
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja |
yang melaksanakan fungsi Penempatan Tenaga Kerja dan perfuazan kesempatan
kerja. I

Pasal 14

(1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja memiliki fungsi Pelayanan Pemempatan
Tenaga Kerja.

(2] Dalam melaksanakan fungsi Pelavanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
a. pelayvanan IPK;
b. pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;dan
¢, pelavanan Perantaraan Kerja.
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Pasal 15

(1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayal (2) huruf a, meliputi
informasi Pencari Kerja, lowengan pekerjaan, dan Penempatan Tenaga Kerja,
(2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
b. pendidikan dan Kompetensi Kerja.
(3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat:
a.  jumlah lowongan pekerjaan;
b. jenis pekerjaan;
¢ jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
e upah, jaminan sosial, dan tunjfangan lainnya;
f. jenis kelamin dan vsia;
g. pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja; dan
h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.

(4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat
terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja,

(5) Penyajian dan penyebaran IPK wajb dilakukan melalui media online, papan
pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Masal 16

Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelavanan IPK dan
wawancara.

Pasal 17

(1) Pelayanan Perantaraan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf ¢, meliputi:

a. pelayanan kepada Pencari Kerja;

b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;

c. pencarian lowongan pekerjaan;

d. pencocokan antara Pencani Kerja dengan lowongan pekerjaan;
e. Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar hubungan kerja;
f. tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan

g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
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(2) Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 18

(1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
b dilaksanakan oleh LPTKS.

(2} Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Lembaga swasta
berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 5IU
LPTKS,

(3) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh;

Direktur Jenderal untuk LPTES lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;

b. Kepala Dinas Provinsi untuk LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/
kota dalam 1 (satu} daerah provinsi; atau

¢ Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk LPTKS dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan [zin Usaha

Pasal 19

Untuk memperoleh SIL! LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
harus mengajukan permohonan secara manual atan melalui ondine system dengan
melampirkan persyaratan:

@. eopy akta pendirian danfatau akta perubahan badan hukum dalam bentuk
perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kera dan
telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;

b, copy surat keterangan domisili perusahaan;
copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWF) perusahaan;

copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian
kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun vang dikuatkan dengan akta notaris;

e. surat pernyataan dari Penanggung lawab Perusahaan bahwa tidak merangkap
jabatan sebagai penanggung jawab pada LFTKS lain;

f. bagan struktur organisasi dan personil;
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g rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;

n.  pas foto berwarma Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4 x 6 em sebanyak 3
(tiga) lembar; dan

i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan.

Pasal 20

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan
[mgkﬂpr Dimkmr lenderal atau Kﬂ-]:lala Dhinas Provins: atau Kahupatem'l{uta
melakukan verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja.

(2) Dalam hal wverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
sesual, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota
menolak permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dilakukan verthkasi.

(3) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas
Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan {expose) secara
langsung atau melalui online system terhadap Penanggung Jawab Perusahaan
dalam jangka waktu paling lama | (satu) hari kerja.

(4) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan (expose) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Penanggung |awab Perusahaan harus menunjukkan dokumen
persyaratan asli.

(3) Dalam hal penilaian kelayakan (expose) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan dalam jangka wakiu paling
lama 3 (tiga) hari kerja.

() Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayal (5) dinyatakan
telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau
Kabupaten/Kota menerbitkan 51U LPTES dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) hari kerja.

{7y Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (5), Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau
Kabupaten/Kota membentuk Tim Verifikasi.

(8} SIU LPTKS AKAD dan S5IU LPTES AKL tercantum dalam Format la, Format
1b, dan Format 1c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Ee——
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Pasal 21
(1) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan untuk
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

{2) SIU LPTES sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilarang dipergunakan untuk
kepentingan lain, selain dari Pelavanan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 22

LPTES vang telah mendapatkan SIU LPTES dalam jangka waktu paling lama 1
{satu) tahun sejak izin diterbitkan wajib melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja.

Bagian Keempat
Perpanjangan Lzin Usaha

Pasal 23

(1) SIU LPTKS dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun,

{2) Permohonan perpanjangan SIU LI'TKS diajukan kepada Direktur Jenderal atau
kepala dinas yang menerbitkan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum berakhirnya izin.

Pasal 24

(1) Permohonan perpanjangan SIL LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) diajukan secara manual atau melalui online system, dengan melampirkan
persyaratan:

a. copy akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk
perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja
dan telah mendapat pengesahan dari instansi vang berwenang;

b copy sural keterangan domisili perusahaan;
¢. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) perusahaan;

d. copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian
kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun vang dikuatkan dengan akta
notaris;

€, bagan struktur organisasi dan personil;
f. rencana kerja LPTES paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;

g pas foto berwama pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanvak 3 (tiga)
lembar;
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h. bukti penyvampaian laporan Penempatan Tenaga Kerja selama 2 (dua)
tahun terakhir kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau
Kabupaten/Kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan;

i. bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
di Perusahaan; dan

. memiliki bukti kepesertaan Badan Penvelenggara [aminan Sosial Kesehatan
dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi karvawan
perusahaan.

{2) LPTKS yang mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dalam kondisi dikenakan sanksi administrasi penghentian sementara,
sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsing).

(31 Dalam hal LPTES tidak memperpanjang izin, LPTKS yang bersangkutan harus
mengembalikan SIU LPTKS asli kepada Direktur |enderal atau kepala dinas
vang menerbitkan izin.

Pasal 25

(1) Dalam hal permohcnan perpaniangan SIU LPTES sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas
Provinst atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen paling lama 1
[satu}) hari kerja.

{2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
sesuni dengan dokumen vang diajukan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas
Provinsi atau Kabupaten/Kota menolak permohonan LI'TKS dan harus
disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} han
kerja sejak dilakukan verifikasi.

(3) Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas
Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan (expese) secara
langsung atau melalui omling system terhadap Penanggung Jawab Perusahaan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

{(4) Pada saat dilakukan penilaian kelayakan (expose) sebagaimana dimaksud
pada avat (3), Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen
persyvaratan asli.

(5) Dalam hal penilaian kelayakan (expose) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Eepala. Dinas Provinsi aktau
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan dalam jangka wakiu paling
lama 3 (tiga) hari kerja.

(6) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) dinyatakan
telah memenuhi persvaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau
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Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTES perpanjangan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja.

(7) Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (5), Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau
Kabupaten/Kota membentuk Tim Verifikasi.

{8) SIU LPTES Perpanjangan tercantum dalam Format | d Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Perubahan lzin Usaha

Paszal 26

(1) LPTKS dapat mengajukan perubahan SIU LPTKS, dalam hal:

a. penanggung jawab LPTKS berhalangan tetap sehingga tidak dapat
menjalankan fungsi manajerial perusahaan; dan

b. terjadi perubahan alamat LPTES.

(2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada avat (1), LPTKS wajib melapor
kepada Direktur [enderal atau Kepala Dinas yang menerbitkan izin paling
lambat 1 {satu) minggu setelah terjadi perubahan.

Pasal 27

Dalam hal perubahan penanggung jawab LPTKS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf a permohonan diapukan secara manual atau melalui online
system dengan melampirkan persyaratan:

4. copy akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas vang
memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan
dari instansi vang berwenang;

b. SIU LPTKS yang masih berlaku;
¢. bagan struktur organisasi dan personil;

d. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga)
lembar;

e. surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap
jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;

copy KTP penanggung jawab yang baru perusahaan;dan

g. sural pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari
Penanggung [awab Perusahaan yang baru yang menyatakan bahwa vang
bersangkutan lidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun.
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Pazal 28

(1} Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 telah lengkap
dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota
mielakukan penilaian kelavakan terhadap Penangepung Jawab Perusahaan baru
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kena.

(2) Pada saat dilakukan penilaian kelavakan sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Penanggung Jawab Perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan ashi.

(3) Dalam hal penilaian kelayakan terhadap Penanggung Jawab Perusahaan telah
memenuhi persvaratan, maka Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi
atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LI'TKS PMerubahan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja.

{4) SIU LFTKS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Format le
Lamipiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan alamat LPTES sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1) huruf b permohonan diajukan secara manual atau melalui ondine system
dengan melampirkan persyaratan:

i, copyakla perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat
kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari
instansi vang berwenang atau surat keterangan domisili dari pejabal berwenang
dalam 1 {satu) kabupaten/kota;

b, SIU LFTES yang masih berlaku;

. copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian
kontrak/sewa paling sedikit 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWT) perusahaan;dan

e. pas foto berwarna pimpinan perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanvak 3 (tiga)
lembar.

Pasal 30

(1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 telah lengkap
dan sah, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota
melakukan verifikasi lapangan paling lama 3 (tiga) hari kena.

{2) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
memenuhi persyaratan, maka Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provins
atau Kabupaten/Kota menerbitkan SIU LPTKS Perubahan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja.
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{3) 51U LPTKS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I} tercantum dalam
Format le Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan
Menteri ind.

Bagian Keenam
Bursa Kerja Khusus

Pasal 31
(1) Penempatan Tenaga Kerja selain dilakukan oleh pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan oleh BEK.

(2) BEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada satuan pendidikan
menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.

(3} Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) diperuntukkan bagi alumni dari satuan pendidikan menengah, satuan
pendidikan tingzi, dan lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan,

Pasal 32

BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayal (1) dilarang menempatkan:
a. tenaga kerja di luar alumninya; dan /atau
b, tenmaga kerja ke luar negeri.

Pasal 33

(1) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dibentuk oleh kepala satuan
pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja.

(2) Pembentukan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi,
dan lembaga pelatihan kerja serta didaftarkan kepada Dinas Kabupaten/Kota
setempat.

(3} Pendaftaransebagaimanadimaksud padaayat (2) diajukan dengan melampirkan
persvaratan:

. copy surat izin pendivian atau surat izin operasional satuan pendidikan
menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin lembaga pelatihan kerja
dari instansi yang berwenang;

b, copy keputusan pembentukan BEK dan struktur organisasi BKK; dan
¢. rencana Penempatan Tenaga Kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke depan.

(4) Kepala Dinas Kabupaten/Kota mencatat pendaftaran BKK dan menerbitkan
tanda daftar.
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(5) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama BKEK
aktif menyelenggarakan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(&) Tanda dattar BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tercantum dalam Format
Za Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menter
i,

(¥) Struklur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Format 2b Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menter ini.

Pasal 34
(1) BEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), paling sedikit memiliki
personil yang menangani:
a IPK;
b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
c. Perantaraan Kerja.

(2) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat {1) wajib mengikuti bimbingan teknis
Antarkerja vang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan pusat, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau
bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 35

(1) BKK yang telah mempercleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 avat (4) harus memasang papan nama.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
berukuran 100 x 60 cm, mencantumkan nomor tanda daftar dengan dasar wama
putih dan tulisan berwarna hitam.

(3} Standar papan nama BKK tercantum dalam Format 2c Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

BKK yang telah mendapat tanda daftar dari Dinas Kabupaten/Kota dapat
memfasilitasi pelayanan kartu tanda bukt pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) bagi
alummninya.
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BABV

MEEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara manual atau melalui
onling system yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Kerja nasional
melalui SISNAKER Terpadu.

Bagian Kedua
Pencari Kerja

Pasal 38

(1} Pencari Kerja vang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di
Dinas Kabupaten/Kota atau di kecamatan sesuai domisili untuk mendapatkan
kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/T).

(2) Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/D)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja mengajukan secara manual
atau melalui online systess dengan melampirkan:

a. copy KTP yang masih berlaku;
b. pas toto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sehanyak 2 (dua) lembar;
e, copy ijazah pendidikan terakhir;
d, copy sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau
e. copy surat keterangan pengalaman kerja bagi vang memiliki.
(3) Pelayanan kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan

oleh fungsional Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja di Dinas Kabupaten/
Kota atau di kecamatan.

(4) Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud pada avat
(3) harus melakukan pengisian data Pencari Kerja (AK/1l) melalui wawancara
langsung untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuan Pencari Kerja,

(3) Standar kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/) dan kartu data
Pencari Kerja (AK/IT) tercantum dalam Format 3a dan Format 3b Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 39

(1) Pengesahan atas kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/]) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ditandatangani oleh fungsional Pengantar Kerja,

(2} Dalam hal Dinas Kabupaten/Kota belum memiliki Pengantar Kerja, pengesahan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat struktural
vang membidangi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Kabupaten/Kota
setempat.

(3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/T) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 2 {dua) tahun.

(4) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melapor kepada
Dinas Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali lerhitung sejak tanggal
pendaftaran.

(5) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan; Pencari Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus melapor kepada Dinas Kabupaten/Kota paling lambat 1
(satu) minggu terhitung sejak tanggal penem patan.

(6) Laporan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dapat
dilakukan secara manual atau melalui online system.

Pasal 40

(1) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat memperoleh
kartu tanda bukb pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) di luar kabupaten/kota
domisilinya.

(2) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/1) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) berlaku secara nasional.

(3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/l) secbagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diperpanjang,

Bagian Ketiga
Pember Kerja

Pasal 41

(1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kera dapat merekrut sendiri atau
melalui Dinas Kabupaten/Kota, LI'TKS, dan BEK.

(2} Pemberi Kerja vang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas Kabupaten/Kota,
LPTKS, dan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja.
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Pasal 42

{1} Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyam paikan informasi
adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui online system kepada
Dinas Kabupaten/Kota setempat.

I:E]- Pengﬂntar EEI‘]I‘L p&dﬂ Dinas Knbupﬂ ben/Kota setelah mencan dan/atau menerima
mformasi lowongzn pekerjaan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada
aval (1) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III)
dan menerbitkan bukti lapor lowoengan pekerjaan secara manual atau melalui
anline sysien.

(3} Standar kartu permintaan tenaga kera (AK/HI) tercantum dalam Format 3¢
Lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahkan dar Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

(1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas Kabupaten/Kota harus memenuhi
permintaan Pemberi Kerja dari data Pencari Kerja yang terdaftar (AK/TI) secara
manual atau melalui omline system.

(2) Dalam hal Pencari Kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten/Kota

melakukan pemanggilan kepada Pencari Kerja menggunakan kartu Antarkerja
(AK/IV) secara manual atau melalui online system.

(3) Dinas Kabupaten/Kota harus memfasilitasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Pemberi Kerja dengan membawa kartu Antarkerja (AK/V)
secara manual atau melakui online sysfem.

(4) Standar kartu pemanggilan calon tenaga kerja (AK/IV) dan surat pengantar dari
Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemberi Kerja (AK/V) tercantum dalam Format
3d dan Format 3e Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

(1) Dalam hal Pemberi Kerja melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja antar
daerah provinsi, Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD vang diterbitkan oleh
Drirektur Jenderal secara manual atau melalui online systens.

(2) Bentuk 5PI' AKAD sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam
Format 4a Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menter ini.
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Pasal 45

(1) Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pagal 44, Pomberi
Kerja harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui onding system
dengan melampirkan persyaratan:

a.  daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja (DIK-RKTKAD);

b, rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota
tujuan Penemipatan Tenaga Kerja AKAD; dan

. surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja
AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kega AKAD.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
perusahaan kontrakior/pemborongan, harus menyertakan bukt kontrak kerja
borongan atau surat perintah Kerja pemborongan,

(3) Bentuk surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga
kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD
sebagaimana tercantum dalam Format 4b Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 4&

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistern AKL
dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, wajib:

a. melaporkan job order dari Pemberi Kerja kepada Dinas Kabupaten/Kota;

b. melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
mengesahkan perfanjian kerja pada Dinas Kabupaten/Kota; dan

melaporkan Penempatan Tenaga Kerja secara manual atau melalui online sysiem
kepada Dinas Kabupaten/Kota.

a n

Pasal 47

(1) LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Ketja melalui sistem
AKL lebih dari | (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 {satu) daerah provinsi
wajib memiliki SPP AKL yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi.

{2) Bentuk SI'P AKL tercantum dalam Format 4a Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 48

Untuk memperolel SPP AKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, LPTKS

harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui onfine sysfem dengan

melampirkan persyaratan:

a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan lenaga kerja lokal (DIR-EKTKL);

b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dhnas Kabupaten/Kota
tjuan Penempatan Tenaga Kerja;

¢, surat persetujuan menerima tenaga kerja dari Dinas Kabupaten/Kota tujuan
Penempatan Tenaga Kerja;

d. copy 31U LPTKS; dan

e. bukti adanya permintaan/job order dari Pemberi Kerja.

Pasal 49

(1} LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalul sistem
AKAD wajib memiliki SPP AKAD vang diterbitkan oleh Direktur Jenderal cqg.
Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

(2) Kepala Dinas Provinsi daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD
menerbitkan surat rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan
tenaga kera AKAD yang ditujukan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur
Menempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Pemberi Kerja.

(3) Kepala Dinas Provinsi daerah tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD
menerbitkan rekomendasi rekruitmen dan seleksi Calon Tenaga Kerja AKAD,
(4) Bentuk sural rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Format 4¢ Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini

Masal 50

Untuk memperoleh SPP AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, LPTKS
harus mengajukan permohonan secara manual atau melalui onltne sysliem dengan
melampirkan persvaratan:

a. daftar isian kegiatan rencana kebutuhan tenaga kerja antar daerah (DIK-
RETKAD);

b. rancangan perjanjian kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota
tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAL;

¢ sural persetujuan menerima tenaga kerja AKAD dari Dinas Provinsi tujuan
Penempatan Tenaga Kerja AKAL;

d. copy SIU LPTKS; dan
e, bukti adanya permintaan/job srder dari Pemberi Kerja.
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Bagian Kelima
Bursa Kerja Khusus

Pasal 51

(1) Pemberi Kerja yvang membutuhkan tenaga kerja melalui BEK wajib mengapukan
permohonan ke Dinas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan,

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan kepada Dinas
Kabupaten/Kota domisili BKK dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja
vang sudah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota tujuan Penempatan Tenaga

Kerja.
Bagian Keenam
Orientasi Pra Pemberangkatan

Fasal 52

(1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Fasal 16
dan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib melaksanakan
orentasi pra pemberangkatan.

(2) Orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada avat (1), berisi
penjelasan mengenai:
a. perjanjian kerja;
b. kondisilingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masvarakal
di daerah tujuan penempatan; dan
c. mental, disiplin, dan etos kerja.

(3) Dalam hal orientasi pra pemberangkatan dilakukan oleh LPTKS atau BKK, wajib
dilaksanakan secara bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)

Pasal 53

Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) diselenggarakan oleh:
a Kementerian/instansi pernl:rintah;

b. Dinas Provinsi;

¢. Dinas Kabupaten/Kota;

d. LPTKS;

e. BEK; atan

f. lembaga berbadan hukum,
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Pasal 54

Pameran Kesempatan Kerja (fob Fair) vang diselenggarakan oleh LPTKS, BKK,

dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 hurut d,

huruf e, dan huruf f wajib memperoleh persetujuan dari Dinas Kabupaten/Kota,

LPTKS, BKK, dan lembaga berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayal

(1) harus mengajukan surat permohonan, dengan melampirkan:

a. SIU LPTKS, tanda daftar BEK, atau akta pendirian berbadan hukum;

b, rencanajumlah perusahaan peserta;

¢. perkiraan lowongan dan penempatan yang ditargetkan; dan

d. surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan
kerja (fob Fair) mengenai kewajiban tidak memungut biaya kepada
Pencart Kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaraan Pameran
Kesempatan Kena (fob Fair) apabila melakukan pelanggaran dimaksud,

Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun
kepada Pencari Kerja.

Bagian Kedelapan
Petugas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 55

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakenaan di pusal, Dinas Provinsi, dan
Dinas Kabupaten/Kota dilakukan oleh fungsional Pengantar Kerja.

Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
di pusat, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota harus memiliki Pengantar
Kerja.

Dalam hal Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota belum memiliki Pengantar
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
dilakukan cleh Petugas Antarkerja yang ditunjuk oleh pejabat yang menangani
bidang Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di LPTKS dan BKK dilakukan oleh Petugas
Antarkerja.

Pasal 56

Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 55 avat (1) dan
Petugas Antarkerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 avat (3) dan ayat (4)
harus memiliki sertifikat kompetensi,
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(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi,

BAB VI
PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan
asal 57
(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja, melalui:
a. pelayanan Antarkerja skala nasional dan FPameran Kesempatan Kerja (fob
Fair):
b, pendidikan dan pelatihan serta sertilikasi kompetensi Pengantar Kerja dan
Petugas Antarkerja;

c. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kera melalui bimbingan
teknis dan sosialisasi;
d. pengembangan BKK dan [PK melalul online system: dan
. pengawasan kepada LITES yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Direktur
Jenderal.

(2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan terhadap Pelavanan Penempatan
Tenaga Kerja, melalui:
a. pelayanan Antarkerja untuk daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi dan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair);

b. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja melalun bimbingan
teknis dan sosialisasi;

¢. pengelolaan IPK dalam 1 (satu) daerah provinsi;

d. pengendalian perizinan LPFTKS dengan wilayah kerja lintas kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi;

. pengendalian penerbitan SPP AKAD; dan

f. pengawasan kepada LFTKS yang S5IU LPPTKS diterbitkan oleh kepala Dinas
Provinsi.

(3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja, melalui:
a. penguatan kelembagaan Penempatan Tenaga Kera melalui bimbingan
teknis dan sosialisasi;

b. pengelolaan IPK 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
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c.  pengendalian perizinan LPTKS dengan wilayah kerja dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota;

d. pengendalian penerbitan SPP AKL: dan
pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKS diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 53

(1) Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri wajib menyampaikan
laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota,

{2) LPTKS yang memperoleh izin dan BKK yang memperoleh tanda daftar dari
Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan Penempatan
Tenaga Kerja dan laporan kegiatan BKK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota,

(3) LPTES yang memperoleh izin dari Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan
laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas Provinsi,

(4) LITKS yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal wajib menyampaikan
laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Direktur Jenderal.

(3) Laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2], ayat (3), dan ayal (4) disampaikan setiap bulan, meliputi:

a. data Pencari Kerja vang terdaftar;

b. data lowongan kerja vang terdattar;

. data Pencari Kerja vang telah ditempatkan; dan

d. penghapusan pendaftaran Pencari Kerja dan lowongan kerja.

(6) Laporan penghapusan pendaftaran Pencari Kerja dan lowongan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayal (5) huruf d dikecualikan bagi LPTKS.

(7) Laporan data lowongan kerja yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hurut b tercantum dalam Format 5a Lampiran yang merupakan bagian tidak.
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{8) Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/LFTKS dan BKK
sebagaimana dimaksud pada ayar (4) tercantum dalam Format 5b dan Format
5c Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 59

(1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan realisasi Penempatan Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) secara berkala setiap bulan
kepada Kepala Dinas Provinsi.
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(2} Kepala Dinas Provinsi melaporkan rekapitulasi realisasi Penempatan Tenaga
Kerja setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

(3) Laporan realisasi dan rekapitulasi realisasi Penempatan Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Format
5d dan Format 5¢ Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn
Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

(1) Penyelengpara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 wajib membuat laporan kegiatan penvelenggaraan Pameran
Kesempatan Kerja (Job Fair) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam jangka
waktu paling lama 14 {empat belas) hari kerja setelah diselenggarakan Pameran
Kesempatan Kerja (Job Farr), meliputi:

a. jumlah Pencari Kerja;

b. ]"urnlal't FHI‘\.‘HEE'I!"!EIEH’!;

. jumlah lowongan yang tersedia; dan

d. jumlah tenaga kerja yang ditempatkan.

(2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyvampaikan  laporan  realisasi  kegiatan  penyelenggaraan  Pameran
Kesempatan Kerja (Job Firfr) kepada Kepala Dinas Provinsi paling lambat 1 (satu)
bulan setelah diselenggarakan Pameran Kesempatan Kerja (Jobr Fair).

(3) Kepala Dhinas Provinst sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
laporan rekapitulasi realisasi kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan
Kerja (fob Fair) kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah
menerima laporan dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(4) Laporan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair}
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 5f Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal Bl

(1) Hasil pengelolaan [PK dilaporkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan di pusat. Dinas Provinsi, dan Dinas
Kabupaten/Kota kepada Menteri, Direklur Jenderal, atau Kepala Dinas Provinsi
secara manual atau melalui online system.

(2) Pengelolaan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 62

(1} Direktur jenderal melakukan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,
program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja antar daerah
provinsi.

(2} Kepala Dinas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja antar
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

(3} KepalaDinas Kabupaten/Kota melakukan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan, program, kegiatan, dan kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja
dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

["asal 63

(1) Untuk menjamin sinergitas dan efektivitas langkah-langkah terpadu dalam
pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja,
pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi,

(2} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan
kegiatan Penempatan Tenaga Kerja.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
melalui koordinasi dan pemantavan langsung terhadap Dinas Provinsi dan/

atau kabupaten/kota vang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan
Penempatan Tenaga Kerja.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari tahap
perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan paling sedikit 1 {satu)
kali dalam setahun,

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penempatan
Tenaga Kerja digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan
dan program Penempatan Tenaga Kerja,

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 64

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 65

(1) Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan
tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuas
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIE

Bagian Kesatu
Limum

Masal Gh

(1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesual kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada LPTES, BEE,
Penyvelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job Farr), dan Pemberi Kerja, berupa:
a. peringatan tertulis;

b. pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsig);
dan

€. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diberikan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan penghentian kegiatan
penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) dalam hal penyelenggara
Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf d, huruf e, dan huruf f memungut biayva penempatan kepada Pencari
Kerja.

(3) Sanksi berupa pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tercantum dalam Format be Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
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Haﬁian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal &7

(1) Drirektur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai kewenangannya menjatubkan sanksi administratif berupa peringatan

tertulis kepada LPTKS, BEK, Penvelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job
Fair). dan Pemberi Kerja, dalam hal:

a. mengajukan permohonan perpanjangan SIU LPTKS lebih dari jangka waktu
vang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2);

b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya dan/atau menempatkan tenaga
kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

¢. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayal (1};

d. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan secara bersama dengan
Dinas Kabupaten/Kota sebagamimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);

e. tdak memberikan laporan kegiatan BKK dan laporan kegiatan Pameran
Kesempatan Kerja (Job Fair) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 avat (2)
dan Pasal 59 aval (1); dan

. tdak menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayal (1) sampai dengan avat (4).

{(2) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan dalam
bentuk Surat Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima surat sanksi administratif
berupa peringatan tertulis.

(4) Keputusan Keputusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala
Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada avat (2} menctapkan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh LFTKS, BKK, Penyelenggara Pameran

Kesempatan Kerja (Job Fair), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuban sanksi
administratif peringatan tertulis,

(5) Bentuk surat pejabat mengenai penjatuhan sanksi adminmistratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 6a Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Eagian KetiE:i
Pemberhentian Sementara, Sebagian, atau Keseluruhan Kegiatan (Skorsmg)

Pasal 68

(1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian
sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsiny) kepada kepada
LITKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair), dan Pemberi
Kerja, dalam hal:

a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);

b. tidak melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja selama 1 {satu) tahun
sejak izin diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

¢, menggunakan 5IU LPTKS untuk kepentingan lain di luar Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2);dan

d. melaksanakan Pameran Kesempatan Kera (Job Fair) tanpa persetujuan dari
Diinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan
keputusan mengenai sanksi administratit berupa pemberhentian sementara,
sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsmg).

(3) Keputusan Keputusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala
Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan
'l-:ewajfl;ta.ﬂ yvang haras dipenuhi oleh LPTES, BKEK, Pﬂ-nyalenggara Pamoeran
Kesempatan Kerja (Job Fair), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuban sanksi
administratif pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan
{skarsmg).

(4) Dalam hal LPTES, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja ([ob Farr), dan
Pemberi Kerja yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) telah
memenuhi kewajibannya sebelum jangka wakiu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud padaavat(2) habis, LPTKS, BKK, Penvelenggara Pameran Kesempatan
Kerja (Job Fair), dan Pemberi Kerja bersangkutan harus melapor kepada Direkiur
Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota,

{5} Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai benar, Direktur
Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota mencabut
keputusan mengenai sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian,
atau keseluruhan kegiatan (skorsing) dan LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran
Kesempatan Kerja (Job Fair), dan Pemberi Kerja dapat melanjutkan kembali
Pelayanan Penempatan Tenaga Kernja.
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(6) Bentuk keputusan pejabat mengenai penjatuhan  sanksi  administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Format 6b Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Bentuk keputusan pejabat mengenai  pencabutan  sanksi  administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 6f Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagi.m Kﬂempﬂt
Pencabutan Izin Usaha atau Pembatalan Tanda Daftar

Pazal &9

(1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kola
sesual kewenangannya menjatuhkan sanksi administratit berupa pencabutan
izin usaha atau pembatalan tanda daftar kepada LPTKS atau BKEK. dalam hal:

a. bdak melaporkan hal perubahan LPTKS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2);

b, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
dan

¢. tidak memiliki SPP AKL/AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,
PPasal 47, dan Pasal 49,

(2) Bentuk keputusan mengenai pencabutan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Format 6¢ dan Format 6d Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

LPTKS atau BEK yang telah dijatuhi sanksi adminstratif berupa pencabutan izin
usaha atau pembatalan tanda daftar dapat mengajukan permohonan kembali
setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan
atau pembatalan.

IPasal 71

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja vang dilakukan oleh lembaga vang tidak
memiliki 51U LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (2) dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Warfar Tnfoormuast Pevatiernn Perindiwng-Undargen Bidimy Keterpgoker



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

(1} lzin usaha jasa Penempatan Tenaga Kena dengan penyertaan modal asing
diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas
nama Menteri.

(2} Ketentuan mengenai penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Peraturan Menteri ini berlaku juga untuk Penempatan Tenaga Kerja eksekutif,
kegiatan agensi cesting, dan Penempatan Tenaga Kerja online.

(2) Penempatan Tenaga Kerja eksekutif, kegiatan agensi casting, dan penempatan
Tenaga Kerja online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja vang dilaksanakanoleh LPTKS sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN FERALIHAN

Masal 74

(1} LPTES atau BEK sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling
lama 1 {satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal penanggung jawab LPTKS rangkap jabatan sebagai penanggung
jawab pada LPTKS lain, wajib melakukan perubahan 51U LPTKS dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(3) Apabila LPTKS atau BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteni ini dalam
jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat
(2}, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas yang menerbitkan izin usaha atau tanda
daftar akan melakukan pencabutan atau pembatalan,

Wirrta taformursd Perntanen Perunding-Undingan Bitang Ketetegakeriaan




BAB XI
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ind mulai berlaku maka:

a. Peraturan Menteri Tenaga Kera dan Transmigrasi Nomar 07/MEN/IV/2008
tentang Penempatan Tenaga Kerja;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri Nomor. KEP-131/DPPTKDN/XI/2004 tentang Petunjuk Teknis Bursa
Kerja Khusus;

c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor
KEP251/DPPTE/TX/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Arntar Kerja Lokal;

d. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor
KEP258/DPPTE/X/2008 tentang Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Antar Kerja Daerah;

e, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan PMenempatan Tenaga Kerja Nomor
KEP99/PPTR/IV/2009 tentang Tata Cara Pelaporan Bagi Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, dan Penyelenggara
Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair); dan

f.  Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor
KEP.100/PTTR/IV/200% tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Bagi
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus,
dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kena (Jeb Farr);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pazal 76

Peraturan Memteri ini mulai berlaku par_ia. mnggal diund.;mgkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTER] KETENAGAKER] AAN
REPUBLIK INDONESIA,

td

M. HANIF DHAKIEI]
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASE MANUSIA
REPUBLIK INDONESLA,

ttd

WIDOCDO EKAT]AHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1990

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
A BIRD HUKUM,

NIP. 19600324 195903 1 001
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Format 1

Format 2

Format 3

Format 4

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER] KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDOMESIA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERIA

DAFTAR FORMAT LAMPIRAN

: Surat lzin Usaha (SIU LPTKS)

a. SIULPTES AKAD
b. SILLPTKS AKL Provinsi
€. SIU LPTKS AKL Kabupaten/Kota
d. SIL LPTKS Perpanjangan
1351U LPTKS AKAD Perpanjangan
2)5IU LPTKS AKL Provinsi
3)SIU LPTKS AKL Kabupaten/Kota
e. SIU LPTKS Perubahan

: Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)

a. Tanda Daftar BKK
b, Struktur Organisasi BKK
¢. Standar Papan Nama BKK

: Standar Kartu AK/l sampai dengan AK/V

a. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/T)

b. Kartu Data Pencari Kerja (AK/11)

¢. Kartu Permintaan Tenaga Kerja (AK/11)

d. Kartu Pemanggilan Calon Tenaga Kerja (AK/TV)

e. Surat Pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota kepada
Pemberi Kerja (AKSV)

Surat Persetujuan Penempatan (5P17)

a. SPP AKL/AKAD

b. Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangkan
Tenaga Kerja AKAD

¢. Rekomendasi Rekruitmen dan Seleksi Calon Tenaga Kerja
AKAD

Warrte Difirmnas: Permburan Perinaang-Lindangn Bidory Ketendgioram




Format 3 : E‘Elapuran

i

b.

B T o

Data Lowongan Kerja Yang Terdaftar

Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Pemberi Kerja/
LPTKS

Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK

Laporan Realisasi Penempatan Tenaga Kerja

Laporan Rekapitulasi Realisasi Penempatan Tenaga Kerja
Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan
Kerja {foh Fair)

Format 6 ¢ Keputusan Mengenai Penjatuban Sanksi Administratif

.

b.

Surat Peringatan Tertulis

Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan Usaha
Penempatan {Skorsing)

Pencabutan Izin Usaha

Pembatalan Tanda Daftar

Pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Pameran
Kesempatan Kerja (Job Farr)

Keputusan Penghentian Sementara atau Seluruh Kegiatan
Usaha Penempatan (Skorsing)

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPLBLIK INDONESIA,

td
M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Pl

NIP. 19600324 198903 1 01
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Formalt 1- Surat lzin Usaha Lembaga Penempatan Tonaga Kora Swasta (SIU
LPTKS)
g. Sural lzin Lisaha Lembaga Penempatsn Tenaga Kerja Swasla anlar Kerna Antas
Daerah (SIU LPTKS - AKAD),

HKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

EEPLITLESAN MAECTUR JENDERAL
PEMBEMAMN PENEMPATAN TEMAGA KERIA,
A0 PERLUASAN KESEMPATAN KERIA

o

SURAT [ZIN LSAHA LEMBAGHA PENEMPATAMN TENAGA KERLIA BWASTA
AMTAR BERLIA ANTAR DAERAH

DENGAN BAMMAT TUHAN ¥ANG MAHA E£A

DIREKTLR JERDERAL PEMBINAAN PEMNEMPATAN TEMAGA KEM.LA
OAN PERLUASAN KESEMPATAN HERIA

taanwn sural parmohonEn L2n usaha Lembaga Pensmpalan Teiaca
K| Satakia Antar Kaga Anlar Dasosh PT i iy Faerror
tanggal L iefgh marmsnuhl syvacal uilik penamostan 1anm J;em
labih deel ¥ {a8du) daarah peoars]

barméa bendasaTe perimbangan selagaimans dimakiod dalam
n, parly msolspion Keputuson Drsklur Jandaml eelong Surnt len
Lizaha Leipbape Pansmpetss Tensga Kefa Swesta Ao Kara Antar
Disrahy (SIU LPTRE-ARAD]

Unidung-Lindang Nomor 13 Tabun 2000 antang Ketenagaketsan;
Kepidusan Presiden Momoar 38 Takun 2062 teniang Pengesaban (L0
Comanfon  Numbst B8 Comcevming The Oygandmton of  Tie
Empimymnenl Servca (Kofvensd L0 Homar BE momgenal  Lembaga
Felayanan Penempadan Tenaga Kerja),

Peraturan  Monien  Katonagakegaan Momor Tarimn Inrdarg
Penempatan Tenaga Kena

MERITUSHAMN:

Memberikan S LPTHS-AKAD wnl midabsanakan pamirnpsnn eriegs ke
lahih darl 1 (zahi] daarah prosaa keaacda

SiY LPTHS-AKAD ini :lu.m:lt.un unfulk nulnmﬂnﬂ.ln kegpialen penempalsn
bongga mera kb cari 1 (sedu) desmah proviesd daten veilayah o Republi
Inocnasls .

S0 LPTHS AKAD e hafaki 5 (lene ) ki letong mile g dielackan
dim capai diperpanjang seislab diskukean ovwaluas onals sesual dengan
ketaniunm persturan perundangoendangan.

Metiutnan Direklur Jenders! is muls beriaku pada bnggal Stetapian.

Ditwinpkandl .,

Dipesiir Msrdernl
Femnbinigan Pansmpstan Tanags Fena
dan Padunsan Kesampalan Koo,

Werta Ifiormasd Peraturan Persndang-Undangion Bidang Ketenngikerjean



b. Surat lzin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kera Lokal
(S LPTKS - AKL) Provinsi.

KOP DINAS PROVINSI i
BARITEEL. i s b i I

EEPLITUEAMN
HEPALS DMAE ... -
PEMERINTAH PFROVINSI |
| NOMORKEP........
TENTANG
SURAT EZiN USAiA LEMBAGA PENEMPATAM TENAGA KERIA SWASTA
ANTAR KERIA LOHAL |

DEMNGAN FAMMAT TUFHAN YARNG MAFA 58

KEPALS DIMAS
| Menimbang { a.  bafwe sumi permohonas (Zin ussns Lombage. Pengmpatan Tenaga
Eorjn Swastn Aavior Barn Lokal FT. i Memor . tanggal

e, ttE el Byl uiiuk pensmpaian jenapa Kaijs by deef
1 fssiu) desimh kRtupalenkod dalam 1 (selu) daersh povins;

b, bahwa bordasarkin pertimbangen sebagaimann dmakcsud dalam hiand
i, Pl e apkan Mepuetusen Kopaln Disas (enang Surad o sl
mw Tenage Kega Swasts Aslar Hera Lokal (S0

LL

Rarsgingat 3 Lintang-Lincang Momor 13 Tamue 2003 tanang Ketonagakanaan
- Keputusan Pregidan Momor 3 Tahun 3002 fenigng Pengasahan ILO
Copwpntion  Mavmbar - B8 ; e Omgaruzalion of Tha
Empiopmal Senvtn (Konversl ILGF Nomor B8 mongenil Lembaga
Pebmysnsn Pansmpainn TAnpags Kena ),
&= Feraluran  Manien Kelenagakatiean Wamar o Tahun | lenlang

Fenampatan Tenikga Harjs
MEMUTUSKAN:

Menetapkon ]

KESATL - bpmbonksn S0 LPTESAKL uniok melpksanakan perergsalan Bnags kesga
babih dar 1 (o] dearah kebupalenkot dalem 1 (aaly] deanah  proving
knpado:

Nama Lemboagn R e T
Panangpung jawall o

HEDLIA © B LPTHS-AKL ini digunatan unfus . malpfsanabsn begiainn  panempatan
m_wmdﬁ‘l [matuy doerah kabupatenfola dolam 1 {satu) dasrah

nsi.

KETIGHA : Bl LPTHE-AKL ini bodaiu 5 (kma) tahos Etlang mulai anggel Slelapkan
dan dapal diperpanjong sessih ddakukan svisues Rines sesus dengan
kobariuan porafumn perandang-undangan.

KEERPAT : Kepulusan Hepale Dicss mio muds beriake padn anggal dislagkans

Dhtedapkan di ...
pardu g sl
Foapial CHAE . .orresen

Pameriniah Provingi . il

Wierta Informmasi Perabaran Perurdang-Undangan Bidimy Kefendgakerjoan




= Surat |zin Usaha Lemhaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kera Lokal
{SIU LPTKS - AKL) Kabupaten/Kota.

KOP DINAS [HABLIPATENHOTA)
T T e P e L L b L e L Ll

KEPUTUSAN
KEPALA DIM&S ...
PEMERINTAH (SABLRA TEM'I"I'ﬁT'HI
MNOMOR KEP. W
TENTANG
SURAT i LEAHA LEMEADA FENERMPATAN TENAGK KEFLLA SWASTA
ANTAR KER A LOHAL

CERGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

KEPALA DIMAS
FEI.I‘EHWTPH:WUFA?EMWI’H] HEHE

A bahwa sural permmhonan iSe wsahs Lembaga Perempalon Tenags
Koars Bwibdtn Afinr Kedp Lokl PT. - 0 — Momor . tanggal
lavich mamenuhi Gyaral unhuk ponempaten jenaga aqo dolam |
(natu) doerih kabupateefkota;
bahwa berdmsarian persmbangan ssbagnimana dimazud dalam hund
i, porki ménatapkan Koplesan Kepald Dinas tentang Suoral e Ussha
Lembogn Panempatan Tenage Kesjn Swasia Aniet Haja Lokal (510
LPTKS-AKL |

Unitang-Lindang Naimsar 13 Tahin 2002 faitang Keenagasienaai,
Kaputuson Presider Momor 36 Tahun 2002 anteng Pengonaban (LD

Coovarfion  Moambor Bl concoming  The  Crganizabion of  The
E.rrq:vhynm Sane 1H-'.urrum 10 Hr.rrr!:r BE. moangsnal Lembaga
F":rru:h.r.l'r'l fanan H:Iu.rugckﬂl.uu r-l'-cu'lnr - Tahun . lemang
Panempatan Tanaga Kona.

MEMLUTUSHAN

Membeikan S50 LPTHE-AKL unduk melakssnaken perempaian benaga ks
dainm 7 {s@&iu) daarah mmﬂ h:m-ﬂﬂ-

Mavmis L kg o

Penanggung [awab

Alamal Kantor

SIL LPTES-AKL in digunakan untik meiakeanakian segiatan panempals
toraga karja dadam ragerd dalam ! (sabu) wilaysh Kabupaienbots

SlU LPTRS-AKL mi Bodake & (ima) than tamiesg mulsl argel ditelnpkes
dan dapat dipeman@ang selalnh dilnkukan eveluasl kinerls segus derges
HelarTu permiun peundan g -undangs,

Kapuluasn Keoss Dinas in trual etk pads mrgge distaskan

- Warta liformas Peratwran Ferimdmng-Undongae Bidimg Eetenpgulerjan



SIU LPTES Perpanjangan,
1) SIU LPTES-AEAD Perpanjangun.
—

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTLSAN DIRERTUR JENGERAL
PEREINAAN PENEMPATAN TEMAGA KEFLIA
OAN PERLUASAN KESEMPATAN KERM,
HOWOR KEP. . (PPTEPRRS .
TENTARG
SURAT EZIN LIsAHA LEMBAC, PENEMPATAN TENAGA HERMASWASTA
ANTAR KERJA ANTAR DAERAMH
PERPAN AN AN

DEMGAN FUAHLIAT TLIHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTLR JENDERAL PEMBINAAN PEMEMPATAN TEMADA KEFLLY
AN PERLUASAN KESEMPATAN KERLA,

Defrwm sl peimchonsn  parpanjencen  iBn usahba Lembaca
Penempolan Tonsiga Keaja Sandis Antsr Hesfa Aredal Dasrah PT
............................ Momal ... knggal ... isah memanuhl syamel
uriuk panampalan enags kenn Bl dan 1 [s8iu} dacan provins)

bafiwe bandasaks perimbangan sstegalmans dimaksad dalam hunsd
i, pody menatapkan Kefnitusan Direkiuc Jonderal snlgng Surs] 136
saka Lembapga Panenpaten Tenaga Kerie Swasta St Kefa &rdar
Dusgrah (S LPTKE-AKAD} Parparjangan

Undang-tndang Momar 11 Tahun 2003 tarang Keberagakoraan;
Keguitisen Pretiden Momar 38 Tabon 2002 enkang Pengiesahan ILD
Commmion  Mumbar B monmarag The  Organizabon of  The
Emplopmual Servor (Kanvens| 1L Nomor BB mengenal  Lambaga
Peayanan Porempatan Tenoga Kesal;

Paralurasn  Mardari  Katarapakoraan . Momar Tafun enimng
Panampatan Tanags Karja.

BMEMLITUSKAN

Mamgafian S LPTHS-ARAD  Pampangngan  unduk  melaksanakan
[ psEtan inraga kena inbin dan 1 {saiu) Ganrah groyvinsl krpaca

Marmn Lambiga ! Rt T A EL R D

Aarnat Kantor Do bbb bbby s a1

S LPTES-AMAD Perpanjaroan inl digunsscan unbuk malaksarakan kegalan
penampatan lenags kenga lablh dan 1 (satu] dasrah provinel dalam wilayah
Fapullk Indoresia.

SIU LPTES-AKAD Pomaningan sy berdaku § (lima) tnhan lerhilung mailsi
tangglal cilgiapkan an dapal disgrpenEang setalah dilakskan svaluazs snena
Bisial deigan balarluan parsliEen panasang-ndengan

Hapuusan Deedtur Jenderal i mulal beriatu pada tanggal distepkan

Cireklur Janceral
Pemkinaan Peramoatan Tenags Haga
dan Pailuanan Kesempatan e,

Wharts Irformsast Pevationne Pernndnng-Uadangan Bidang Kelemrgaberiam




2 8N LPTES-AKL Provinsl Perpanjangan.

KOP DINAS PROVINGI

FEMEHARTAH PROVRE!
MOMOR BER,
TENTANG
SURAT LEIN UEAHA LEMEATA FEMEMPATAN TENAGS KERJA SWATTS
ANTAR HERRA LORAL
FERF&NIANEAN

DENGAN RAHMAT TUFAN TANG MAFA ESH

KEPSIADINAES ... ..o
PEMERINTAH PROVINSE .. ...

batwm  sursl  pefmchonan perpanjangan @in usaha  Lambaga
Ponempatan  Tonaga  ®ona  Swasts  Antar  RWana  Lokal FT
Porar wnggal . tsah mamemihi syan
unlik  panempales . aneds  kefs Bhih fad 7 (esin)  dosrsh
kpbupaieekota delam 1 (saiu| daarsh provinsi,
bamya berdazarkan petimbangan sebagalmana dimaksad dalam hand
i, i morwiapken Ksputusan Kepals Dicas (emiang Surs? fnm Usaba
Lembaga Penempatar Tenaga Wera Swaska fetar Karda Lokai (S10
LFTRS-40L | Pirpinjargn

Lindaing: Limnfang Mormor 13 Tabon 2000 sibng Halsnegekernjsan;
Hmwm Fresidan homor 36 Tahis 2007 1sninng Pengesahan (L0
Mumber BE comcevimg  The Opandisstian of The

Emphmm.’ﬁ'mrm[ﬂmlﬂﬁmmrﬂ-ﬂmmm
Falayanan Penempatan Tenage Kerja),
Paraturan  Moniss  Malsnogaketjoan  Homo: Takun ... tontang

Penempatan Teaags Kefa

MEMUTLISHAN

Memberikan SiU LFTRS-AKL Peérpanjargan unhuk malsssannian panampatan
=nogn Kerjo letéh dani 1 (setd) doensh katwpaten'kota dalam 1 (saku) dosrah
prowiral mpada

Alrnat Kamior = Tr | e 1

HU LPTRS-AKL F"ur|-|}lngnn ni_diganaan untuk meESakERrAKAN KagEatan
pofiempatan {enaga kerjo lobib dai 1 (s} deaah KabupabenSoois delem |
{satu) caeral provics,

Bl LFTHES-AKL Ferpanjangan ni berlaka § (fma) bun lachiiong muilai
tanggal dietapkan den daped dipepanang seleioh dinbukan eveluast kineda
S05UEH denfzan kefenfuan peraliinsn perunding-undangan

Kepubirsan Kopala Dinas im muli beraka pada inegaal dilstphan

Dlatapkan
pane Bnggal .. .. .. :

Kapals Dnas .o
PeEnenniah Prowansi |, L, i

Warti fnformeast Peeaturat Perusndang-Undingan Bidang Ketenagakerjam




3] EBIULPTES-AEL Kabupaten [Kota Perpanjangan.

KOP DINAS [MABLPATENKOTA)

KEFUTLIS AN

KEFALA QIMNAS .

PEMERINTAH [RARLPA Wﬂ'ﬂﬂ.b
NOMOR KEFP. ...
TENTANG
BURAT [ZM USAHA LENBAGA PENEMFATAN TENAGA RERJA SWASTA
ANTAR KEFRA LOKAL
PERPAMJANGAN

DENGAN RAHBAT TUIHAN VAN MAHA ESA,

KEPALA DINAS |
PEMERINTAM {JEI.BI..LP‘..ITEM‘H‘EH}

balrws. sural  pemohonon . peepanangan 9 Lsaha
Penampalan  Tanaga  Keda - Swasta  Amar Kerda  Lokal
v MO L TRGGAT . TEAR GTERTLIN q.lmu
MHWIH hnmu'j clalpim 4 Mu]d&ﬂ!ﬁ kRbupalaniiola .
bavwe berdasarcan perlimbangan sebagaimara dimaksaed dalam ol
8. paru mansapkan Kepulisan Repata Dinas Bniang Suratl lzin Lisaka
Famampatan Tensgs Haile SWasla Antar Hena Loksl (S

Lembaga
LPTIE-AKL) Perpanjangan.

Undaeg-Undang Momor 13 Tabon 2000 fenleng Fetonagakeg sy,
Hln.l‘hnm Fragkien komoe 368 Tanon 200 ismmng Pangesanan (L

Memberikan SIU LPTHS-AKL Parpnrjomgan unbuk melalsanakon penempaian
tenaga keja dafarm 1 |!H'IJ-J dm‘phi.th.pl'hr\l'lnllhpﬁﬂh

fama Lembaga

Fonanggung jawab

Blamad Kanice

S LPTHS-AKL F'mrwgqn i nkqunntm Iﬂ-ﬂl malaksanakan Kespatan
pemompatan  lonaga  kerja  calam  negen  delam 1 (matu)  wAloyah
KabupstonEata

SiU LPTES-AKL Pepamgengan im bordaky 5 (ima) laben eifdung mulal
tanggal dretapkan gan dapat diperpanjang sstelah disduxan eyvaaas kinega
anfia dengan kabtanluan poraluen panmdang -undangan

Kepulusan Hapala Dinos ini mulsl bodaku pada larggel dietagkon.

Warta Infursiasi Perativrn Peesserdang- Undaigion. Bidag Kelenogakerjan




d. B LPTES Peruhahan.
1] SIULPTRS-AKAD Perubahan.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R

HEPUTLSAN DIREKTUR JERDERAL
FEMBRLAAN PENEWPAT AN TEMALA KERLIA DAY F'EFﬁ.U.ﬂHH HESEMPATAN RERL
HOMOR KEF .. [PPTEPKR!
TENTANG
PERLHAHAN ATAS REPUTUSAN DIRESTUR ENDERAL ... .. TENTANG
SURAT [OM LAk LEVEAGA PENERMPAT AN TERMGA KEFLIA EWASTH
AMTAR HERLA ANTAR DAERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

DFERTUR JENDERAL PENMBINAAN PEMERMPATAN TENAGA KERM
OAN PERLUASAN KESEMPATAN HERIS,

hatves suret perohonan penchahan on sane Lehaga Persrrpalan
Tonaga Korja Swasia Antar Kars Anior Dasmh PT, .
Homar .. lenggal . uhhrrmnhummuummmu
U_mﬁlmpl!rgmr lh.u-g.m imakmLid

3sarkor mibangam o d asnm hueuf
o pardy menntapkan Eapubisan Droidur descom! inntang Panbshan
oiag Kodideann Dadmud Jenderal. ... Sendeng Suml: o Ussho
Lisnbdg Pebmneien Tersgn K Swesin Anle Kerg Antae Dasmh
(B0 LPTHE-ARAL

Undarsg-Undang Nomor B3 Tatur 2000 Inniang Kedsragskaranm

Kmpuiusan Prasaden Menge 3 Tahun 2007 wenleng Pengesaban ILD
mlmlmlﬂ"ﬂm Ths Ovigesdsian  of  Thie
Freyiipromd Banasy  [Mormiersl ILD Moror 55 rengongd Lambaga

Fednyaran Fonempoatan T Kerjal,

Perimmn  WMandori Blomar Tamm . mokang
Fersimpalan Tennga Kusja;

Hapnlugan Disekiu Jondeal, . imniong Sural L Uisann Lembage
WHHTWMMMHMMBM

MEMLTUSKAY:

Kalenhmn Ckhon KESATU Kemiman Dimkder Jerdoral. . eniang  [dbn

Keputizan Direktur Jendeml inl medal ek psechi mnggal dhelepian

borgkfiil  poga  langgal e BEEuE | Sungen - Kapulipen
Jondeewl.,..,. ..., W0isng Swewl B0 Ussha Lembage Penamoalan
‘Knna Swastn Aot Keia fntar Digsenh (S LPTES-&HA0),

Wiertn [nformasi Peralatran Perumbang-Undengan Bidany Kefenagakerfnan




2)  SINFLPTES-AKL Provinsi Perubahan

KEPLITLES AN
HEPALA DINAS o

TENTAMG
PEALBAHAN ATAS HEPUTLUSAN KEPALA DINAS
PEMERINTAHAN FRCVING] . TENTANG
BIIRAT (M USAHA LEMBACA PENEMPATAN TEMAG KERIA SWASTA
AMNTAR KERIS (DAL

CEEMGAMN FAHMAT TLIHAM ¥ ANCE WAHA ERA

PEMERINTAH PREWINGE o

babren et perohonsn perlibahan |en ussha Lembsgs Pensmpalen
Tenaga Ker@ Swasta Antar Kaga Lokal PT, siss s HEHTION

tungral flah momercti syarag Wnuk peeampaian enaga
kll'F I|:|I:rI'1 gan 1 [nofw} donrab Eabupoloniata dolam T (o) doerah

mnmmmmm sabiAgalmans dimaksud datam o
. pary menstopknn Kemmman Kopsls Oras losisng Perubanan stas
Kopiiusarn Mopaim Dinan toptmng - Surat kzin Usaha L

Perempatan Tenag Koda Swasts Anlas Kerg Lokl (SIL CPTRS-AKLYE

Lelang-Lndurg Mool 13 Tabun 2000 isrdang Keenagakagasn:
Kepnilisan Prasckn Momar 16 Tabur 2002 (endang Pengessisn 11D
Convandon  Mumddy BB conoerarg  The  Ogewzaoon  of  The
Empiapinenl Ssiacs (Momesnsi ILO MNomor 88 mengennd Lembags
Peingnnan Ponempntnn Tonogn Korja):

Perahamn  Merlan Kelensgakedaan Somor . Talwn . Babang
Parmmpatan Tonsga Kot

Feprutusan  Kepala D Eanlang Surml &in Lsshe Lembaga
Partampatan Tansga Knrjn Gwasin Ankay o Lekal;

MEMUTUSKAN

Hafeniian [ KESATU Kapuhissn iesats Dings . Weniang Burat zin
Ungha Leenbaga Penempaior: Tenaga Fana Bwasta aniar Ko Lokal, divtan
minad GEEagnil bk

Mambarnikan Sil LPTES-AML untuk melnksorakan penempatnn enaga kern
bebi cleei 1 (e dsbirsh dSbupsténiots datme 1 (eaiu) deersh peeninal
Wikl

Hama Lemnaga Y

Marja Lol (59U LETHE-ARL)

Prenniinih Proyress

Wirrtu Irforiimes Perutaeren Peradang-Lndangon Bl Kefemagateriman




H

SIL LFTES-AKL Rubupaten ) Kot Perubahan,

HOP DINAS (KABLIFATENMOTA)

BULBITIIN ..oy oo yos o p o s e ot pe ot et et e e et o - ot o et £ g

HEPALA DINAS e
PEMERINTAR RABLPATENNOTA .
PR HEP b
TEWTARG
PERLUBAHA ATAS KEFUTUBAN KEFPALA DirAS
PEMERINTAHAM KASUPATERMWOTA

TENTANE SURAT iZIN USAHA LEMBASA PENEMPATAN TENAGA KERLIA SWASTA

ANTER HERJA LOHAL
DFEMGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

KEFALA DHNAS
PEMERINTAH KABLPATENMOTA

Dt Srilk permichoran penilelai wn wEahs Lembsegn Padempotan
Tarsagh Kers Swaila Anlar Karg Lakal PT v Wl
tanggal ... fodah semeruhl gyaral ook penameatan enaga
karjn dofam | {salu] doerah kebupatensobs,
Datiwa Bardasaican pErlimBangan sebagaimana divekand dalam huoruf
4, penu manataphan Kepuiisan Kapala Dires lenlang Ferctahan ates
wapuiisen Eppiia Dinos ientng Soril lon Usaho  Lembagn
Panompatan Tenags Herja Swasla Anlar Kara Lokat (51U LPTES-AKL],

Underg-Lindang Momor 13 Tamin 5003 tantang Kefanagakenaan,
Kemidusan Prosiden domor 36 Tahun 2002 senlang Pergesahan ILO

. Tt teritang

.. bonlomg Sured lon Ussha Lesbogn
Fanmmpatan Tonags Kera Swasta Anlor Keda Lokasl

MEMUTLIRKAN

Kalervtupn Dekigm KEEATL Kopols

Usaka Lambaga Penampatan Temegs Men Swensin Ankst Wewin Lokal, dukab
man@di satagai bankui:

fdwmErenkin S LPTHS-ARL Perutdion Gries melaksanaokian pengrpaian
hﬁﬂhﬂidﬂm1h&|}dﬁnﬁiwhmﬂn

Hopurcisan Hapali CINaE ..., 00 ITuls Dt ﬂ'ﬂwl‘]ﬁwﬂ-ﬂﬂm
karniner pada largpal _ ddin danan Kaplikian Kapaka Dings

lartarg Suenl itin Lisabs L—bquhfmmeKl-EwﬂlAnw
K Losal (SILEPTISARL)

Whirla rformiest Penifarntid Pertordainie-Llindangon Bidearig Ketemagaker iman



Format 2

a. Toands Daftar BEE

KOP IMNAS KABUPATEN/KOTA

SURAT TANDA DAFTAR
NOMOR: . aiviiriisiiis aar

Berdasarkan Peraturan Menterd Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun 2016
tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyetujui:

1, Pembentukan Bursa Kerja Khusus........ ([sesumai dengan nama
SMK/Perpuraan Tinggi,/ Lembaga Pelatithan Kerja)
2. Nama Penanggung Jawab Bursa Kerja Khusus ... dengan

alamat fdomisili.......cociiiiee
3. Alamat Bursa Kerja Khusus .........

Secjak diterbitkannya Surat Tanda Daftar ini, Bursa Kerja Khusus dapat
melakukan kegiatan antarkerja dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh
Kepala Dinas Kabupaten/Kota ... apabila tidak melaksanakan pelayanan
penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang penempatan tenaga kerja.

BTt TE ey e | 0 -
pada tanggal ... SR
Paz Foto
T Kepala Dinas
Kabupaten,/Kota .......c.cooreeeeenes
e B g S L ] PR e pas v nt ey

Wit Tformnasi Peraturmn Prrnndiang: Undangan Bidang Kelemrgalerfan




b. Struktur Organisasi BKK

PEMBINA
KEPALA TINAS KAR/KOTA

PENANGGUNG JAWAB BURSA KERJA

KEPALA SEKOLAH / REKTORS
KEPALA LEMBAGA PELATIHAN RERIA)®

|I n'nmm EERJA

Ll (I | ) | |

Perspas IFK Tetijes | Pags Tringss Frivgm Teiugs Peiugas
Feslmlabun | Ponriitihin Wi i Peyiadar Aflgiiaiinlive Peicmjuis
Penear Kerjs | | Bt g o Pemeari Keria Ly wamigzain Frea amha Tetwgin Kaja
| HE——— | § T B — Felbiraan
Ansdis | sbatmn
Esterangnn:

FHJ @ Penyuluhan Bimhbingan Jabatan
fd | Analisis Jabatan

¢. Standar Papan Nama BKK

BU“EA KERIII* KI{UEUS FERSEASFAEFED AR
(SESUAI NAMA SME/PERGURUAN TINGGILPK)

NOMOR TANDA DAFTAR © (it o

Wirrlia tformiasi Peraturan Ferindarg -Undangan iy Keterugaker o




Format 3 - Standar Kartu AK/| sampai dengan AK/V.
8. Rarmu Tanda Bukn Pendaftaran Peocan Keoe (AR /1),

PEMERINTAH (KABLUPATENKOTA) ...

DINAS ... Yang Membidang Hammgdmfmn]
KARTU THHM BLET! PFENOAF TARAN FENCARI KERJA

(Tl e S e o
I S T e ) T T e

7. Derskn rEscn

i Bim ada porubeen O @ eseangen Sieeys dimi elah i [ e
harap malapo b Oies | Visgg Meribalecgy’ Ketenngsheslasn) palng lambl
PAE PHOTT T {mat | Mgy elat langge Penamgatan,
A4 3 Apidads Punca Wedjs yang Deesanghiien Wloh dhivns Beketi mike

InsanaPanmatean  pang moneimo  hous mengesnalbon  SEA by ke

Dinas.... || Marg Munbiciengi Malnragakswann|
4, Konu ni ternky seloms 2 {oun) lotun dengan kehonman molpor weling &

(eram) bulan skaf bag: Pencar Kona yang mandapation Posempatan
Tanila Tangen Pangariat

Tandd Tungsn

Liporan Faegyei-Dulany Tatun | piaipenag Prraafar
i R e e )
| Wbt
Poraar Miria ik
Kaign
Chibesrrivin Panasrplnn ;.
TI:I'EiPII!TI_I'I
AR LEMCEAF ANEE R T AN Y D O I S N N T O OO e [ L
TEMPATITANGGAL LAHIR I A R O
SENIE KELAMIN I Prin 2 Wanita ]
ETATLS I Kown 2 Dekor Kowen L]
ALIANA 1 iglam 2 wahak 3 Pesestan 4 Hindu ]
. - Burha & Fongrwcw 7 Len-sin
ALAMAT DaTHOER | "l
BENDIDIGAN FORLEL
i n e o T e e M 2 Y[ P s
BLTRSEDERAIAT L o L P
BLTASMESECERAMT Thn
T o 0 1T 1| Tha Fﬂw
AHT A AR T A AT A AT e’ ol Bl o |
SHEFE W e 1 e [, A
HETERANFILASN _
RS P ety L L RN e TH = DB, g HIP
z Tho..

Wit friformunst Permtieron Percondang-Lndangan Bidang Ketenapaierjoan




b.  Kartu Data Pencari Kerjo (AK/T1).

P R R AR AR s R
e LR e
i ;?' NN TR, FOEETLLLEY |“_l .l.. l_ri o T‘! | I i-|._|_|
e N U0 B B e i s R |
17, lnmniman RS RSREREEE SRR
1 T it T T T O O, | R "'|_"|:|
]-i e P lu——l____J 1“—-—]:'
!Hl—l .J-_ LY nrew '.l-‘l—l.u—
| pe ) i i =
,=III.-|I| lr:'lllll' El
L] F‘i;l_‘lil.“
I-l g Lngema i :
. 1] Jll-l—-_ LR e ] L ] LR ]
1 L e
P s e Bl T i OO I_l o,
i P b ke Sy oG
:::: Forrgrrmm B s P ey baie

Wearta Trefirramast Peratiran Perindinng-Livdamen Bideng Kot nigakeridon




el ey Bnegmy Ravpegp o Empry -Fumunaag g seuciyii rEg

4. F‘EHI_!IHJMI.H
Tanggal Lowongan Jabatan Jahatan Wode Jatatan Harsil (TermaTolik} Tangmpe Perusshsan Tanogal |
Ket Lowongan Kara Yang Terdafiar di AK |1
4 m‘mwnu:mﬁmwrmmnwmw; 1. Talah ts#amostkan
2 Talah dihapuskon
10 PENGIRIMAN
Targgal Lowemgan Jabatan Jmbaitsr Eode Jabatan Hasil [TerimalTotak} Tanggapan Parusahaan Tanrggal

Penganar KerjgPelugas Anar Ketia,




. Kartu Penmintaan Tenaga Kerja (AK/II).
- TI PELLLN SRR LR
. T PR R RLRALEA RN TR
fe Biwil iy sk b | | | | I ||-ﬂ'd-|| [ ] Ll | ,: | Il—hlhl-
> ;S —— -
B ol T T TR M) PRLET ELAL I | l HEEE= 'lll | | 1 | =9 |
B T g
" (SRR TIE T, T SN
e et L RIS ERIFERSRIEEES S EEREE
el et
A e L
R - L] Wiy I m g
S e L
Naamyyredremgrte = (= ]
s AL SIS IS S
in P fem—
1l
[ EERRLAR LN LARLAA JARK R PR AN AR
10 s el
i — e | o
sl [ ] Sy
L i e e
= = Eai
i
B —
 br——
[ S
A T —
~e—fero —=
P e T ! S g | j
o v— e Sl
B R o] 0 ) VN RN O 0 SR S A S
| —
P e L
0 P S e
I -
i
Tl e Lo i Vo L] L 1§ o P
L LI B oEm—=ax B e o —
I iems B fysl EREE L= [FIR I
L] TR TR R
& ]
P | e e b
S —
i e i
[} S I ¥ Y p— —

Witrte Iformas Peraturan Prenmdang-Untangor Bideng Kefenugoterfim



d.  Kartu Pemanggilan Pencari Kerja.
1} bagian depan.

PEMERINTAH [ KASLFATENNCINS .

AEfa NGB TR

2| Bagian belakang.

SURAT PARGSILAN

Saudara  diminia  uniuk :lntm di Dinas _........|¥aog Membioany Kelensgskegaan
{H’ﬂhﬂm PR R T '

A, . iahm'm-m}
paﬂal‘-ﬂrl_ ......... I_:|} ................. {am ...
dengan mambawa karlu ini, t‘l‘r&mmmmlm'l tﬂlhrﬁnpmmtamﬂam lentang pekerjaan

Wirrha fnformazi Perwbiaran Perrnidary-Unidargin Bidong Ketenagabespan




e,  Surat Penganter dari Dinas Kabupaten/ Kota kepada Pemberi Kerfa
(AKS V).
1] Surat Pengantar.

PEMERINTAH [ XASLEATENKDTA) 00
DINAS .. [ Fang Mermhisan esragnhoas

mmmmmhwmmwwmmmu
mngarthabican surad jmamban tarlamgir slambal-ambatiys pada

Keterangan: Format Surat Pengantar diserahkan kepada dinas yang

membidang! ketenagakerjaan setempat, sedikitnya memuat:

&) wlentitas pencari kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan;

bl  memuat kualifikasi pencari kerja; dan

o] aspek-aspelk positifl pencan kerja sebagai bahan pertimbangan
bag pemberi kerja untuk dapat diterima bekerja,

Werta Inforsess Peraturan Persdmng-Undaigin Bidany Ketermgiakerjuin




2]  Surat Jawaban.

SURAT JAWABAN
Emmmihﬁn#m.hﬁuaﬂumdh\mumhmm

dhngan syaral-syanl sstaga bertut |

PEMERPITAH (KARLPATEMXOT . ...

*) et sainh satu

Wierta nifisrmasi Persburan Peracradang -Llndargan Bidimy Keferagokerican




Format 4
a. SPF ARL/AKAD

- -SPP AKL

Mormor

Lampiran

Hal . Sural Persetujuan Perempatan Tenaga Kerja
Antar Kerja Lokal { SPP AKL)

i,
Diraktur PT. i

Sehubungan dengan Sural permohonan Saudara Nomor..... Banggal ... hal
Permahonan Surat Persetujuan Panempaltan Antar Kerja Lokal (SPP AKL)  bearikul DIK-
RETKAD dan Rancangan Perjanjian Kerja yang akan diterapkan serta memperhatikan
Rekomendasi Persetujuan Menenma dan Mendatangkan Tenaga Kera Antar h’.eqa
Lokal (AKL) dari Kepala Dings Tenags Kerja Kabupatan/Kota ...
............... fanggal ... ... Maka Sural Parsedujuan Panampatan .ﬂumr Karja
Lokal {SPF AKL) yang Saudara ajukan dapal kam| selujul dengan ketentuan sebagal
Eesriual -

1. Proses rekrudmen tensge kefia Ranus leretsh dahulu mengajukan permohonan
rekrut kepada Dinas yang bedanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di daerah
provingd daerah asal tenaga kerjs sebagaimana tercantum dalsm Daflar lsian
Kegatan Rencana Kebutuhan Tanaga Kerja Antar Daerah (DIK-RIKTKAD),

2. Reknimen tenags kera dimaksiud hanya dapal dilaksanakan & dasrah-<daerah
pengarahan sebagaimana lercantum dalam Daftar lsian Kegiatan Rencana
Kebuluhan Teraga Kerja Antar Dasrsh (DIK-RKTKAD) sebanyak.............. 0
orang lenaga kevja untuk ditempatken pada PT. ............... di Hﬂmﬁahumb&n

ey UDMUK - mengisl @ sbeten’ .. L2l chiel

dengan dasrah rekut -

- T i Sabamyak s [ orang
o SRS SEDANFBE: .. ssvemvrvrine {} orang
S p R GERREE ER sabanyak {i orang
3 Paomberian upsh fkdak boleh lebsh rendak dan upab summoem yang borako o
EntaKabupaten ... ... .. dan di dalam perjanjian keda yvang skan dilerapkan

harus menarangkan balwa panisahaan akan menyediakan fasiitas tfempat inggal
vang layak dan memenuhi syaral-syarat kesehalan secara cuma-cums,

4  Pemberangkatan fenaga kerja horus menggunakan sarana anghutan umum yang
layak jalan, separdi reantum dalam Daftar [sian Kegistan Rencans Kebuiuhan
Tm‘mu::;nn Antar Daerah (DIK-RKTRAD) yaitu angikwtan ... sampai ke

Warrtar Iformast Peraturn Perwedmng-Undinmgan Bidang Ketemagakerjomy




5. Dilarang memungul biaya apapun darl calon lenaga kera, baik uniuk' biaya
pendaftaran, seleksi, penampungan semenlara. biaya pemberangkatan, dan
pamuiangan lenaga kera.

B, Sabelum dbherangkatkar, perusahsan diwajibkan memberkan Onentasi Pra
Femberangkatan (OPP) kepada tenaga kerja yang akan diberangkatkan di danrah
asal yang diketahui dan dihadir oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di daerah provinsikabupaten'kota,

7. Apabila telah salesal masa konfrak kerja, peresehaan hans segera mamulangkan
tenaga Kerja sampail di dasrah asal, sekurang-kuranghya dengan sarana argkutan
sabagalmana pada wakiu pemnberangkatan.

8 Diwajibkan menyampaikan lsporan panemgatan enaga kers kepada Dirakiur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerga dan Peduasan Kesampatan
Harja, Kepaia Dinas vang bertanggung awab di bidang ketenagakeraan di dasrah
Provinsi, atau Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjasn di
w kotakabupalen setiap kedatangan dan apabila terjadi pemulangan lenage

fia.

8. Pelaksanaan dari Sural Persetojuan Penempaltan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) ini
fidak dapal diimpahkan kepada pihak lan, kecuall dengan persetujuan pejabal

pemben perselujuan.
10. Surat P'-Eum'h.lju.in Penempatan Antar Ketja Lokal (SPP AKL} inl berdaku mulal
Ty R sAmpsal dengan langgal . sagual dengan Rencans

Eabutuhan Tenaga Kara Antar Kerja Lokal [AKL) yang disetujul.

Damikian unfuk diketahu: dan dipergunakan sabagaimana mestinya.

Kepata Diras Provinsi_.,

Tembusan |

1. GubamurProsins ..o

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provirsd ... ... .

3. Kapala Dinas Tenaga Kerja Kabupatenfota .. . ]
4. Hepaks Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/ota .............. :
5 ]

Arsip,

Wirrta Irrformmast Peraturar Perundaog-Undangon Bidong Klenagkerjaur




SPP AKAD

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Ri
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
SN Jetwinnl Gam Subiodt KiwdHeg 51, Jakartn Seakan 12050,
Telp 1021} G2E0G91, B255731, Eat 700, Faksinyila (021) 5227508

Lirrean: g www. kst o bl
JAMEMEL e
MNomior
Lampian
Hal ; Surat Porssiujuan Penempatan Tehaga Kesja
Antar Kera Antar Daerah {SPP AKAD)
Yih
Efrdetur PT. (e
|, e et
di

Sahubungan dengan Sural permohonan Saudarz Nomor., . tanggal ... hal
Pemchonan Sural Persetujuan Penempatan Arar Kerja Antar Daerah (SPP AKAD)
berikul DIK-RETRAD dan Rancangan Peranfian Kera yvang akan dilerapsan saria
memperhatikan Rekomendas! Persetujuan Menerma dan Mendatangkan Tenaga Kesja
Antar Kerna Antar Daerah (AKAD) dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provins! ...
PRowior L kgl maka Sural Fersetujuan Penempatan
Antar Kerja Antar Daerah [SPP AKAD) yang Sawdara ajukan dapal kam| setupsl dengan
ketentsan sebagal ekl ;

1.  Proses rekruitmen lenaga kerja harus terebih dahulu mengajukan pemmohansn
reknut kepada Dinas yang bertanggung [awab di bidang ketenagakesjsan di dasrah
provinsl daerah asal lenaga kerja sebagamnana larcantum dalam Daflar Isian
Kegiatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-REKTKAL),

2. HRekruimen lenaga kefa dimaksud Ranya dapal dilaksanakan didaerah-daerah
pengeranan sebagaimana lercanium dalam Daftar Isian Kegeatan Rencana
Kebuluhan Tenaga Kerja Antar Daerah (DIK-RETHAD) sebanyak...,.......... )

arang tenaga kena uniuk ditempatkan pada FT. ... OF KolafKabupaten
............................ v TIIL PRIAISE  ORBAN isoass o i i e b b e
dﬂnnﬂn daerah rekrul .
a: Provingd ..o sabanyalt ol {) orang
b, Provingd .....coivienns sebanyak . ) orang
c Provingi .....ooooininn sehanyak .....ooovviins {}orang
3. Pembarian upsh tidak boleh lebih sendah dad upsh minimum gang badaka di
Kota/Kabupaten ... dan di dalam perjanjian keria yang akan diterapkan

harys menerangkan bahwa perusahaan akan menyediakan fasilitas tempat tinggal
yang layak dan mamanuhi syaral-syarat kesehatan secars cuma-cuma,

4,  Pemberangkatan lenaga kerfa harss menggunakan sarana angsutan umom yang
lavak jalan, seperll lefcantum dalam Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebufuhan
Tenage Kera Antar Daseah (DIK-RKTKAD), vaitu angkulan .0 .. sampai ke
lekasi kega.

Wit Fruftrsmesi Peratani Penondirg-Lirdiongnn Bidang Keferagaker iy




5. Dilareng mamungul bleya apapun dari celon lanags kerja, baik uniuk biaya
pandaftaran, seleksi, penampungan sementara, biaya pemberangkatan, dan
pemulangan tenaga kerja.

8. Sebelum diberangkatkan, peresahman divajibkan  memberkan Orentasl Pra
Pemberangkatan (OFF) kepada tenaga kerja yang akan dberanghatkan di daerah
asal yang diketahul dan dihadiri oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di dasrah provinaikabupatenkota.

7. Apabila telah selesal masa kortrak kerja, perusahaan harus segera memuiangkan
banaga Karja sampal di deerah asal, sekurang-kurangnya dengan sarans angkutan
sebagaimana pada waklu pembearangkatan,

g, Diwajibkan menyampalkan laporan penempatan lenaga kerja kepada Derekiur
dJenderal Pambingan Penempatan Tenaga Kerla dan Peduasan Kesempatan
Kerja, Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketaragakerjaan di dasrah
Provins:, atau Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
daerah ketaksbupaien setlap kedatangan dan apabila lerjadl pemulangan fenags
keria.

8. Pelaksanaan dar Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (SPP
AKAD) ind lidak dapal dillmpahkan kepada pihak lain, kecuall dengan persefujuan

pejabal pember] perseaiujuan.
10. Sural Persslujuan Penampatan Antar Kerja Anfar Daerah (SPP AKAD) inl berlaku
mual  EngEaR!l L. sampal dengan tanggal ............ . Sesual dengan

Rencana Kebuluhan Tenaga Karja AKAD vang disatujui;
Demikian untuk diksetahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN DIREKTUR JENDERAL

PEMBIMAAN PENEMPATAN TENAGA
KERLIA DAN PHK

DIREKTLUR

FENEMPATAN TENAGA KERJIA DALAM
NEGERI,

MR :
Tembusan ;
Mentari Kelanagakerjaan =.|
Direktur Jenderat Binapenta dan PKK;
Gubamur Provinsi .
Kapala Dinas Tanaga Ha-rqa F"rnuimd ................
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsl . ... -

Kepala Dines Tenaga Kera Provinsd ..............
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsl ... ... 1
Kepala Dinas Tenaga Kera Provinsi ... :
Kepala Oinas Tenaga Kenja Kabupaten/Bota ...

Assip.

1om | R e e

ol
=

Witrte Inforemizst Permbaran Perundang-Lndangim Sidmrg Keteragakorjman




b, BRekomendasi Pérgetujuan Menerma dan Mendatangkan Tenags Kerja
AKL fARAD

KOP DINAS PROVINSIKOP DINAS KABUPATEN/KOTA)*

B I e e b 8 s b i i T b
Mamor
Lampiran
Hal : Peoregujuen  Menerima dan Mendaiangkan
Tenaga Kerja Anter Kera LokalAntesr Kedgs
Antar Daarah)*

Yih.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerjq
dar Perlunsan Kesampatan Kerja

Up. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negen

di Jakarta

Menunjuk  surat  permabosan PT oo CIOHTION . nabbiisnic. tanagal
.................... hal Permohonan Sural Porsetujuan Panempatan Antar Kerfa Antar
Daerah (3PP AKAD), bersama ini kami sampaikan sebagai berikul:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia menupakan salu kesatoan pasar kefa
rasional, maka permohonan PT ... unfuk menerima dan mendatangkan
teraga  kefja Anfar Kega LokalAntar Kega Antar Daersh)®  sebanyak
............... prang dar Provingl .....c...... dapat kami setujul seperti yang
tercanium dalam BETKAD terlampir.

2. | Raml menyegul PT. oo menarma dan mendatangkan tenaga kerna
Artar Kedga LokavAmiar Kevja Antar Dasrsh)® darl provans! lain dikarenakan calon
tenaga kers setempal lidak lersedia sesual dengan kompelens! dan persyaratan
jabatan yang dibulubkan,

o= EE sebagai pemben keqal FTES"] dilarang memungul biaya apapun
dari call:url p-mr-arl kerja,

4. Calon lenaga kerja Anfar Kega LokalfAntar Keda Anfar Daeraf)® yang akan
diberangkatkan harus sehat asmani dan rohani dan telah memenuhi persyaratan
serta manandatangan Peganjian Kera sebagaimana terampir.

B PT i sebagal pemberl kenalPTKSY) wajib melaksanskan proses
penampalan Hﬁgﬂ keria Anlar Kera LokatAntar Keda Antar Daerah)® sesual
dengan ketentuan peraluran parurdang-undangan.

6. Dengan sural rexomendasi persstujuen menerima- dan mendatangkan kenaga
keria Anfar Keda LokalAntar Kerfa Anfar Daerai)® ind, kami mohen agar Direktur
Jendoral Pambinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan H-&rj-u
Up. Direkdur Penampatan Tenaga Karja Dalam Meger segara menatbitkan Sural
Ferselujuan Penempatan Tenage Kerfa Antar Kera LokslAniar Kena Anfar
Daerah)” kepada PT. ...

Wit nfieremast Peraturan Pecindang-Lindaign Bidmng Kefenmgikoriaan



T, Surat rekomendasi persetujuan menanima dan mendatangkan tenaga kerja Antar
Keda LokalAntar Kega Antar Daarah)® il berlaku 1 (satu) tabun terhitung sejak

......... sampal dengan ,,.......

Cemikian kami sampaikan, agar mekomendasi inl uniuk dapatl dipergunakan
schagaimana mastinya.

Kepala Dinas Provinsi#abupatendCotal®..,
| Nee

Tambusan:
1, Gubernur Provinsl ... (daerah ujuan penempatan];
2  Hepala Dinas Kabupalen/Kata . ... - dan

Wirrta Inferrmiast Permlaern Perundang-Undangan Bidang Ketemigader




b. Rekomendasi Rehruitmen dan Seleka Calon Tenapa Kerja Antar Kerja Antar
Daerah [AKAD)

KOP DINAS PROVINSI
A.I-E.l“ﬂ s mrirran feas

T A T T P A |

Bloimines
Lampiran

Hal  Rekomendasi Reknsitmen dan Seleksi Calon
Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daesrah

(AKAD)

ik,
Direkduar PT. i
e e L

Merujuk Surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kera dan
Periuasan Kesempatan Kena u.p. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

MGG ovmvis vran piii EEnGEal «iiiiiniees hal Surat Persetujuan Penempatan ntar Kara
Ankar Daarah (3PP AKADY Impada o [P dan parmohanan Surat Direklur PT.
............... MNomar PT. . ..o lengpal . hal Rekruitmen Calon Tenaga

Karna Anlat Keda Anlar DEu!rElh {SFF AMD}. dﬂng-sn inl disampakan bahwa
parmahonan Saudara disstujul dengan keleniusan sebagal berkut:

1. Hekruitmen calon lenaga kerja Anlar Kerja LokallAntar Kera Antar Daerah (SPP

ARAD) di wilayah Provinsi ... ... sabanyek... ... e () orang tenaga-
karja, lerdiri atas:

g laki-lekisebanyak,........... . () orang lenaga kerja;

b, Wanila sebanyak.......ooooeen () orang tenaga kerja,

sebagaimana tarcantum dalam RETEAD diletapkan sebagal daerah reknaitmen di
wilansah kirja dinas yang membidang katenagakerjaan dl dasrah kabupatenikols

2. Calon tenaga keda Antar Kera Aniar Daerah (AKAD) sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dipeksrjakan pada PT ............... sebagai jabatan ............... di
kabupsaten/kota . ... Proinal

3. Roknuitmen den seleksi calon lenags kerja Anlar Kera Antor Dacrah (AKAD)
dilakeanakan oleh Fungsional Penganiar Kefja atau Pelugas Antarkerja di Dinas
wang mambidangi ketenagakerjaan kabupsten/kota tersebut pada angka 1 bekerja
sama dengan Petugas/Karyawsan yang telah ditunjuk aleh Direkiur atau yang dibar

4. Peleksanaan rekniimen ienaga kera Anlar Kerja Antar Daerah (AKAD) uniuk
dilaksanakan sesual keterfuan peraturan perundang-undangan,

Warta [nforends) Peraturan Pericrdang-Undaegon Badmg Ketenmgmkerinm




5. Melaporkan pelaksanasn pengerahan dan pengiiman tenaga kerfa Antar Kera
Antar Daerah (AKAD) kepada Kepala Dinas Tenaga Kera Provinsl ...
dengan mbusan Direklur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerga dan
Peruasan Kesempatan Herja og Direkiur Perempaian Tenaga Kerja Dalam
Megeri di Jakera, Dinss Tenaga Kerla Kabupaten/ota {asal) ..o o dan
Dings Tenaga Kerja Kabupaton/Koka (Iufuan] ..o dengan menggunakan
Formulir Anlar Kerja Antar Dasrah (AKAD) paling lambat 10 (sepulub) hari setalah
pamberangkatan lenags kerja Antar Kedga anlar Dasrah (AKAD),

Demikian atas perhatian Saudara disampalkan terima kasih,

Kepala Dinas Tenaga Kena
PRCAME o prpiaomd bnmns rpras

Tembusan

1. Direktur Jendaral Binapenta dan PKK c.q Direldur PTEDN;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerjs Provinsi (daerah tujuany;

3. EKepals Dinas Temaga Kerja Kabupaten/Wota (daersh asal)
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/®ota (dasrah wujuan}

Wierta Deforsasi Peratiran Perimdamg- Unitamgion Bidanyg Kedenmgoker s




Format 5 - Pelaporan

i Data Lowongan Kerju Yang Terdaftar,

Laporan Data Lowongan Kerjfa Yang Terdaftar

NI =00 e e R
Alamal B e ST i g kR e B o A
SIU LPTESTangga! ; T :
Untuk Buian T g ok L s e
SEKTOR LAPANGAN LOWONGAN KERJA ot .
O USAHA YAMG YAMNG.
‘DIBUTUMHKAN DIBUTUHKAN
= L W | JUMLAH
1 erianian, kehulanan
uruan dan perkanan
2 rtambangan dan
ggalian
3 siri Pengolahan
4 istrik, Gas, dan Air
5 AQUNEN l
6 rdagangan basar, dan
sarta rumah makan
an hotel
7 kutmn, penggudangan dan
unikasi
8. angan, asuransi, usaha
nah dan jasa perusahiaan
8, l!ma kamasyarakatan, sosial
dan parorangan
10 atan yang belum jelas
batasannya
s —
Il JURLAH
. |
i e XX
Dirakiur
PT. bppprhanidsgrmme i b ewindey
( )

Wiarka frefmrmiasd Pertieran Perierutany-Lindargpan Siadig Ketenmgoker fnim




b, Laporan Penempatan Tenaga Kerja oleh Pembert Kerja/ LPTES.

Laporan Penempatan Tenaga Kerja
Mama Pemberi KerfalLPTKS
Almmat
SiU LFTKSITanggal
Uintusk Butan

Yang belum

‘Yang Yang Yang belum
e SEKTOR LAFPANGAN tﬂmsﬁn terdaftar s/d |ditempatkan | ditempatkan

LSAHA Yadkan ki bulanini  [sfd bulanind | =id bulan ind

L W L W L L) L w

1. | Peranian, kehutanan,
perbunian dan

4. | Penambangan can
penggalian

Industr Pengaolanan
Ligtrik. Gas dan Air

Bahgunan

Perdagangan besar,
dan hoted

Anghkutan,

E. | Keuangan,
tanah dan jasa
perusahaan

8. |Jasa
komasyarakatan,

10. | Kegiatan yang
belum jelas
batasannya

JUMLAH

— BTN et — - i = AL RS

ot ol

Wirrte decformiest Fevetieran Perantang-Uniangan Sidoog Ketenngatorymas




e —

= Laparan Penempatan Tenaga Kerja oleh Bursa Kerja Khuasus (BKK).

LAPORAN PENEMPATAMN TENAGA KERJA

Harma Bura Rerg T e
Lintain Bisen R /o TR e (e e oo Mooy e bt e ot o
PENCAR KERL FERGLRLAN T |
RO

L LI b
T L UL LA, AR R LELATAGA

LCEINGAN DAN
FEMEMPRTAN (=] Suk. | Evmok Bon fkakd

L FENLCANF KEFLS

1 a1 B phineg fd e

o g B

Hiar g it
ik

A UM AN T =2 |
F1 yang iisim
Fanggine

4 AT yRNE
R o Emian e
3 O
hig Tt
L] o yang
Pl iy

AR A4+ 5 )

7. Panalor pang b
e i ke

A |

5 LA AR REFLIN,

:
!
:
!

1 b i gresg bebain 1
il Bk |'

yang tid
¥ lsarangan yaeg erdalin
e |
A | LAY | |
1 Lesnrgan yang dicanshi
dicimn i
4, irmgan yeng

fralae an
W R T
8 Lssnrgan yang belum

dpmrnufd skirfsian o
AR

E

Furanise, Pebensiar Kamgianen, Ferbonon aanSeraanen;
Pwrzurthangan dan fangoniimn:

et Pergolahnn

Limtak, Gimn din Ar,

Harginan;

AngEutan, Penggacongan, dan Komunkasi

Fimngan dan ksumne. Lisafe Poesavass Dosgunan, Taral o Jase Perisaliaie

Amsd Kemmsyummaninn, Somsd dnn Permragan

S || A e i

Wit Informast Permturen Pornufang-Undengay Bubamy Ketomogakerjomm

b B U R D




d. Laporan Realizasi Penempatan Tenaga Kerja
- Laporan Realisasi Pencmpatan Tenaga HKerga oleh  Pemberi
Kerja/LPTKS

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA)"

LAPORAN REALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA

BULAM...... TAHUN...... {PEMBERI KERJA/LPTKS)"
Mama Pemberl | Pencaker yang
No. KeraLPTKS Sektor Lapangen Lsaha

___ Diempaikan |
Laki-laki Wanita

JUMLAH

Pada Enggal .. i iiesimmmimesissiasas

Kepala Dinas Kabupaten/ata ...

N e S

Wiarta Informasi Peratwran Perundaag-Undangen Bidang Ketenyoberfim




gy Suwpig S-S ureeg s

- Laporan Realizasi Penempatan Tenaga Kerja oleh Bursa Kerja Khusus

Alamat . ..

LAPORAN REALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA BULAN...... TAHUN. ...
BURSA KERJA KHUSUS
Sekior | Pencaker paing | Pancaker yang Pencakor yang belum
No. | MamaBKK | Lapangan | ' orcokeryanglerdafiar | e mpatan dihapuskan diternpatean pada bulan inl
. Usaha L | W L L W I : W
| -

P rggal
Kepala Dinas Kabupsten/kota ...,




e,  Laporan Rekapitulasi Realisasi Penempatan Tenaga Kerja
- Laporan Rekapltulasi Realisasi Penempatan Tenaga Kera oleh
Pemberi Kerja/LPTKS

Alamat ... iy

L R TP R R P e T P P T PEEE )

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA
TRIWULAN.......(PEMBER! KERJA/LPTKS)"

L T

Marma Pamian Pancaker yang i
M. KofulLPTKS Sekior Lapangan Usaha | Ditermpathan |
_ Laki-laki Wanita |

JumLAH

Pada angGAL . i

Kepala Oinos Provinel ..

Wi e

Wartu Irformasi Fermturme Perndnmg-Linduongan flidang Ketenagakeryan
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- Laporan Rekapitulasi Renlinasi Penemparan Tenaga Kerja oleh Bursa Kerja Khusus

Alarmat
e

KOP DINAS PROVINSI)"

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA TRIWULAM.....

BURSA KERJA KHUSUS
Bektor Pencaker yang Pencaker yang Fencaler yang dﬂﬂmmwda
Mo, | Kabupaten/Kats anm terdaftar MM‘_ dihapuskan trawdan | 0 WD IV |
. L W ¥ W L wee — =L L]

Pade gl oo e il
repals Dinas Provinsl ..




. lLaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Kesempitan Kerja (Job
Fair.

LAPORAN KEGIATAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA

Peryelenggara
Alamat & Nomor Telp
Penanggung Jawab S R e
Tanggal Pefaksanaan el e e e e SRR ST St e i
Lokasi Penyelenggaraan A L SR, U e By O DA PR e T;
| NO URAIAN KETERANGAN
f 1. | Jumiah Perusahaan yang (kut Pamaran Py S Ay
Kesampatan Kerja (job Fair)
2 | Jumiah Pencari Kerja yang Terdaftar e
3. | Jumiah Lowongan Kerna yvang-ada P R T
4 | Jumiah Pencari Kerja yang Ditempatkan
5 | Jenis Lowongan yang Terbanyak Sektor Jasa/Operatar!
Makanik/dan lain-lain
6. | Tingkst Pendidikan yang banyak Dicari T e
Pada tanggal...........cooooavee
Pananggung Jawab
Pamaran Kesampatan Kerja
(b Fair)

Wirta Informuasi Peraturan Perumdrng-Undmigan Bidong Kelenagiakeram




Formai &

A, Peringatan Tertuilis

KOP DINAS

oo
Lampiran ;
Prarihal i Peringatan Terfuks

Sehubungan dengan palanggaran yang diakukan oleh perusahaan Saudara yaibu
..... . maka herdasarkan Pasal B8 ayat {1) Peraturan Menteri Ketanagakedaan Momor

...... Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kaorja, perusahaanvBEK)® Saudara telah
rremenuhi syaral unluk dkenakan sanks: adminstratd berupa permgatan teriulis kepada;

Marria POrEahEarERIT" & st e e v e e e
MNomor 51U Tandas Daitar)® -

Nama Pananggung Jawab e AT
Alamat G b o e e ek e B S B B {1

Faling lambal dalarm wakiu 3 (tiga} bulan terfilung sejak langgal dilermanya surat
PERINGATAN TERTULIS ini Saudara wajib melakukan ..., ..

Agabila dalam jangka wakiu tersabut Saudara fidak menyelesaian kewajiban, maka
kami menjaiuhkan sanksi administratil berupa pembertentian semantara, sebagaian, atau
kasaluruhan kagieinn [ahorsngl. Demiklan untuk diakasnakan,

(Petabat Panerhit Surat),

Tembusan:
1. Menlen Ketenagakerjasan R, dan
2. Direktur Jenceral Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3.

Warta [aformast Peraturn Perumdmng-Undasgen Bidang Ketenagakerjumy



b.  Penghentian Sementara stau Seluruh Kegintan Usaha Penempatan | Skexrming)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/

KOP DINAS)*
e ee——————,

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA/KEPALA DINAS PROVINSI/ KEPALA DINAS KABUPATEN/ KOTA}*
NOMOR:

TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGIAN ATAU SELURUH KEGIATAN [SKORSING)
KEPADA PT/BURSA KERJA KHUSUSI®. .....iivmemiiniiis

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

NREKTUR JENDERAL PEMBINAAN FENEMPATAN TENAGA KERUA DAN PERLUASAN
HESEMPATAN KERMASKEPALA DINAS PROVINST KEFALA DINAS
KABUPATEN, KOTAL,

Menimbang: #. bahwa berdssarkan Feraturan Mentiri Ketenngakerjaan Nomor
cererwes tEOtANE  Penempatan Tenaga Kerju, PT ... /Burs;
Kepe Khustes!® telah memenuhl persviaratan scheiigal pelabzsne
penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam negert;

b. babwa  penisshoon/BKEI®  Saudarn telah melakukan
pelanggaran:
d. dat
ek menenuh Kewsajiboan seddgaimana tereanium dofom Sueal
Peringatan Tertulis; sehingge porusahaany BEK® Saudara  telah
memeniehi syarad untuk - dijofubl sanksi edminstrafil berupa
penghention semeniosg sebogian afou seluruh krgatan (skrosing)
derdasarkon Pasal ... Peraturan Menterd  Ketenagakeraan
Noear,,., lenforg Penempaton Tenaoga Kerjog)®

c. babhwa berdasarkan  portimbangan schogaimona  dimalsad
dalom harul & dan huruf b perlu menctapkan Keputusan
Dhrektur  Jenchral/Kepala Daas Prosdosd Kepalae Diaas
Kabrpatery Kofa)® tentang Pengheniton  Semmentary  Sehagian
Atma Seluruh Kegiatan  {Skorsing]  Kepada  PT/BRK)*

Warta hiforirds Peraturar Perandamg-L ndasgan Badeng Ketrrimgokepaan




Mlitagingat 1. Undapg-Undang MHomer 3 Tahun 951 tentong  Permyalaan
Berlakunya Undang-Uncang Pengawasan Perburuban Tahun
194R Nomor 33 dard Republik  Indomesin wntuk  selorub
frdomesia [Lembaran Megara Republik lndonesic Tabun [95]
Memar 37

2 Undang-Undang  Momor 13 Talon 2003 terlang
Hetenngalerjant [Lembadan Negare Republik Indonesia Tahiun
M0 Momor A9, Tambahsn Lembardn  Negars !i:puh]:k
Indonesis Nomor 22749);

3. Pemturan Menteri Retenagakerjoan Memoat .., Tokin 30016
tenitang Penempatan Tenaga (Berita Negora Republik Indonesi
Nomor )

MEMLITLFSH AN
Menetapian;
KESATU ¢ Menjatuhlan sanksi sdminintratil benipa penghentian sementam
schagian  atan  selurubh Eeginten  (shoorsing) | terhadap PT

bulon  sejakc  tongeal  ditetapksn  Kepuiusan  Dieekhur
Jenderoly Kepald Dinos- Prowans/ Kepalo Oieos Koabapabens Koda)
i,

RIETHIA ¢ Belnra s akotairig FT. S{IEEEErr L L LI
byt el EMREATE TRElak L loni

KETIGA : Dalim tHasm mhiorsing . e B | vt et A A LTI
vt smbir bbbt brag o) ™ bECkEwajiban Uik |

TR e e S A e e et R e Y D
b. dat.

BEEEMPAT i Apatils MiAES skorsing  telah berakhtr dan i i
vt ki bl RTRAG  yp  bim imin paiana s CECHAS T Rl i Bon
kewaliban sebagatmang dimalksud dalam Diktum KEETIGA, maka
B L s B it ™ En . ditcensdonn
sanksl  adminmstratl h:.n.lp.l. Fer:ﬂ:ﬁl:.r.lun pan waoka  alau
peminttalan tanda daftart®, sesunl Pasal 70 Pernturmn Menten |
Keterapnberjamnry Nomor... betiteng Penempning Temsgs Kot
molaperkan  kepada  Ddrelchir  Jendernl | Pembinoon  dan
Ponemipatan Tenagu Kego don Perlioson Kosemputan
Koru/Kepain  Dinas  Provinsi/ Kepala  Dinas  Kabupaten/ Kotar*
moengeiad peinlosanann kewafiban sebagnimaena dimatcssd dalam
Dilernim KETIGA.

Warrte Disformmass Feraturan Perundoog-Limbangior Bidmrg Keferngmterium




KEENAM Keputusan [rektur Jenderal/ Kepala Dinas Provinsi’ Kepala Dinas
Kabwupoler/ Rota)* ini malal berlaku pada tangeal ditetapkan,

Ddtetaplan
paca tangsnl

(Pesabnt Penerbin Kepunisan),

PR i b b

Wartal Frformasi Peraturam Periomdong-Lindiongan Bidang Ketersgakerjn




. Peneobulnn lzin Usaba

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/

KopP DJH:ISE*

REFUTUSAN DIRERTUR JENDERAL
PEMBINAAN FENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERIAS KEPALA DINAS PROVINSY KEPALA DINAS KATUPATEN KOYAS®
HOMOR.

TENTANG

PENCABUTAN [ZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERIA
EEFADA PT ..

DEMNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMEINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA; KEPALA DINAS PROVINS KEPALA DINAS
KABUPATEN, KOTA]",

Menlmbang ¢ & babwa berdasackan Peratummn Menten Ketenagakerjann Momor

S tentang  Penempatan Tepagn Kega, PT oo telah
memenuhi persvaratan -schagal pelaksans penempatan Tenaga
Kerja Indonesia dalam neger;

b,  balwn perosabsan Sasdarm telah melakukan pelanggaran:
B 2 e YR R £ FE b FASK :
2, dst
fridek  memaenich  ketodiiban  sebogeimang fercombam  dalem
Keputusan Direkiur Jenderal  Paribinean Perempaton Tenaga
Kerja dan Perlugsan Kesempatan Kerja/Kepola  Dinas
Proving Kepola  Dinas - Kabupaten/Kata® terdpng  penghentian
somwentarn b sefnmeh Begpotan usaha. penempotan (skorsing)
PT. Lo sehingga  Perusohaon Soudcra  telah mesmemitd
syraf wnbuk dikenakan sanks! administratils berupa pencabutan
Surat fein lizoha Lembogn Penempotan Tenogo Kengo Swasta
(SIS LPTES] mesum dengan ketenfunn  Posal, . Peraturan
Mirnter Ketenagoakerjoan Nomor 0"

¢. bahwa berdassrkan pertimbangan sebagaimana  dimeaksud
dalam huruf a don baral b, pﬁiupcﬂummmphm. Eeputusarn |
Dhirgkiur Jenderal/ Kepaln Dings Provinsi Kepala inas
Kabupaotens/ Eota}* tentang Pencabutan Tzin Usahs Penempatan
Kepada FT......000

Wrta frfirmead Peeatarme Perustding-tadiengan Bidanyg Keteragaberinn



Mengingst : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 teniang Pernyvatnan
Beérdalninya Undang-Undang Pengawdsan Perburchan Tahun
1948 Nomor 23 darl Republik Indonesia untuk sehuruh
Indanesia [Lembaran Negurn Republike Indepesis Tahun 1951
Mmoo =y
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagokerjaan [Lembaron Negara Republik Indonesin Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaron Megarn Republik
Indanesia Nomor 4379);
3. Peraturan Menteri Ketensgakerpan Nomor ... ... Tahun 2016

teptang Penempatan Tenaga (Berita Negnro, Republik Indomesin

Nomor ,.j;
MEMUTUSEAN,

Menetaplon:

KESATLU ¢ Menchibut Suaeal I8n Lembogn Penempaton Tenagn Kerja Swastn
(SIU LPTRS) Namar ... teongeal ., atas name PT,

KEDLA ! Dengan dicabutnya SIU LPTES; maks PT..... dilarang
melakuksn |kegiaton penempatan stbagaimons  dintir delam
Peraturan  Menterl  Ketenagakerjaan Nomor .. tentang
Penempatan Tensga Kerja.

KRETICA A ) W UL ietap eranggung jewab terhadap tenags Kerja
yung telah ditempatkan,

EEEMPAT t  Kewajiban sebagaimans dimaksud dalam Dikiom KETIGA,
wajlh dilaporkan  kepadn  Dwektur  Jenderal/ Kepala. Dinas
Provinst! Kepala Dinas Kabupaten/ Kota)®,

KELIMA i P s walib mongembalikan -asli Surat Leih Usaha Lembagn
Penempatan Tenagn Kerfa Swastn Nemor ... kepada
Direlktur  Jendeml/Kepoln  Dings PovmsifEepaln Dinas
Kabupaten, Kota)®,

KEENAM ¢ Keputusan  Direktur Jendeval/Kepala  Dinas  Provinsi/ Kepala
Dingis. Kabupaten/ Eofa)* inl mulsi berlaku  pada  tanggal
ditetapkan.

Ditetaphan di ..
pasda tanggal

{Pejabal Penerbit Keputusan),

Wierta Frefieramasi Peratiran Fi'rwnd-nng-l'..l'r:ldmgm By Kterimgker




d: Pembatalan Tanda Ciaftar

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN / KOTA
INCIMOHR:

TERTAMG

FEMBATALAN TANDA DAFTAR BURSA RERJA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAE KABUPATEN /KOTA,

Memmbang: A, babws berdasarkan Fernturan Menter Ketenagabernaan Nomor
. teating  Pepempatan Tonaga Kemo, PT. .. telah
memenuhl persyaratan scbagal pelaksann penempatan Tenags
Rerja [ndonesia-dalam negen;
b, babwa Bursa Kerja Khosus Ssudars  t=ialy meladoakan
pelanggamn:
ftidak memenull  Koeafiban  sebagaimang. rercantum dalom
Koputusan Hepala Dinas Kabupaten Kota fentoang  pemgheitian
sementarg aley Seluruh Keglatdn usahn percimpatan  (skorsthg)
BEK. i er Sehinpgm BRK Saudaro telnh mementhl - sgperod
wrrtuk dikienakan sonks administranl berupa pomibaialan teada
daftar sesual dengan Ketertuan Pusal.... Peraturan Menteri
Ketenagnkeriann Nomor . 0®
. wabwil  berdesarkan  pertimbangan  sebagabmans dinaksod
dalam hurul a dan huruf b, perbe perlu menétapkan Keputuysan
Kepalas Dinas KEabupaten/Hota tentang Pembatalan Tanda Deftar
Kepadn Bursn Kerfn Khusus ...

Mengingant | 1, Undang-Undang Neme:r 3 Tabun 1951 teptang Pernvatsan
Berlakunya Undang-Undang Pengawasan  Perburubian Tahun
1948 Nomor 33 darn Republik  Indomesin untuk  selorah

Warts Informast Peratemn Perindmng-Limdmgan Bidany Ketesagakerjan




Indonesin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 4;

2. Updang-Undang  Momor 13 Tehun 2003 tentang
Hﬂrmg;uk:rjnn Il..tl'l'l.l:rirﬂ.::l N-f:su.rﬂ. Hupuhlik Indomsesin Tahun
2003 Nomor 39, Tembahan Lembarnn Negars Republik
Indonesta Momar $274);

3. Peraturan Menteri Ketensgakerfaan Nomar ..., e Tohun 2016
teptang Penempatan Tenaga (Beritn Megara Republik Indonesia

MNomor, .|

MEMUTUSKEAN:

Menetapkisn:

KESATL ¢ Membatallkan Tanda Daftar Burss Kerja Khusas (BEE] Nomor
i tENEEA] ., atis moma BEK ...

KEDUA ¢ Dengen dibstalkannya Tanda Daftar, maka BEE......... dilarsng
melnkukan kegintan penempatan sehagnimann dintur dalam
Pernturan Menteri  Ketenagelkerjaan Nomor ... tentang
Penempatan Tenagn Kerja,

KETIGA s BER e tetap bertanggung jawal ferhadap tenags kerja
yang telah ditempatkan,

KEEMPAT i Kewajlban sebagaimann dimaksud dalam Diktum KETIGA,
wigtb dilaporkan kepiada Kepaln DMnas Kabupaten ! Koto

KELIMA : Keputusan Kepola Dinas Kabupaten/Kota i mudad berlaku
pada tanggal ditetaplain,

Ditetapkan di
pada tanggal

Eepala Dinas Kabupaten /Hota

Wrti triformst Perntirran Pervncdemg-Uledargan Bidang Ketesagakeriaoit




& Pencabutan Rekomendasi Penvelenggarnan Pamersn Kesempatan Kerja |
{ulaby Fairy

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

KEPUTLUISAN KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA
NOCHR:

TENTANG

FENCABUTAN REKOMENDAST
PENYELENGGARAAN PAMERAN KESEMPATAN KERIA (08 FAIR)

DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALS DINAS KABLUPATEMN JKOTA,

Menimbang: a. balbwa beidasarken Peraturan Menteri Ketenapakerjaan

Nomor e lentong  Penempatan  Tenaopn  Kega, FT
............ JBEH e telah memenubhl  persyvaratan
schagal Penvelenggars Pameran Kesempatan Kerja;

b. bahwa P ..o R 1* Saudari  telah
melakukan pelanggarmn;
1. - dan
a_ "

. bahwa berdasarkon pertimbangan sebageimans dunaksud
dalam hurul a dan hamaf b, pery perly menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Habupaten/Koltd  ientang
Pencabutan  Rekomendasi  Penyelenggaraan  Pameran
Kesnmpatan Ketja ok Feid;

Menginget ;1. Undang-Undang Nomor 3 Tahum 1951 tentang: Pernyvatann
Berlabunye Undeng-Undame.  Peopawasan Perburohon
Tohun 1948 homor 23 dar Republik Indonesia untuk
selurub Indonesia [Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor =);
2. Updang-tUndang Nomor 13, Tehun 2003 lentang
Katenngakerjaan  |[Lembaran Nepgarn Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembmran  Negirn
Republik Indonesia Nomor 4379);

Warrty Irefrmas Peratiran Penimdang-Uniamgan Bidaong Ketermgokerjam




3. Peraturan Mentérl Ketenogakerjaan Nomor ..., Tahun
HlE tentang Penempacan. Tenagn (Berita Negari Repiibliic
Indonesia Komor ..|;

MEMUTLUSKEAN:

Mepetaphan

RESATL t Mencabat rekomendasi penyvelenggarnan  pameran
kesemppatan kerja utas nams T/ BEK . )*

EEDUA - Dengan dicabutnya rekomendasi schagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU malen Saudar dilarang melakulean
Penyelonggarmnn Pameran Kesempalan Kerja Job Faid
gehngaimana dintur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor ... temiang Penempatsn Tensgs
Kerja.

KETIGA ¢ Keputusan Kepala Dinas Esbupaten/Kota ind  mulad

Ditetapkan di .
pade tanggal

Kepaln Dinons Kabupaten (Kot

Wt Irformurst Perotunos Peendang-Undwngun Bifang Kelovagnber




. Reputosan Penghentian  Sementara atag Seluruh Kegatan Usahs
Penempatan | Skorsmg

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI/

KOP D!HAEE‘

KEPUTUSAN DIREETUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERIA DAN PERLUASAN KEEEMPATAN
EERIA; KEPALA DINAS PROVINSL KEPALA DINAS KAHUPATEN! KOTA)
NOMOR;

TENTANG _
PENCABUTAN PENGHENTIAN SEMENTARA SEBAGLIAN ATAL
SELURUH KEGIATAN (SKORSING
KEPADA PT ... /BKE ...... J*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIRERTUR JENDERAL FEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERIA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJIA/ KEPALA DINAS PROVINSI/ KEPALA DINAS
EABUPATEN; KOTA)*,

Menimbang: 8.  bahwa berdasarkan Peratoran Menteri Ketenagaloerjann
Momoer ... lEntang Penempaten  Tenags  Ketfa,
Pl JHEK . telah memenuhi  persyaratan  scbagai
pelaksunn penempatan tenaps kena dalam negeri;

b, bahwa PI... /BKK. . )" telah dijutuhi sanks) adminsstrafif
berupa sanksi administratif penghentian sementarn sebagion
atau selumih kegatan (skorsing dengan Keputusan Oirektur
Jernderal/ Kepala Hnas Prownsi/ Kepoin inps
Kabupaten/ Kata)® Momor .. tenteng  Penghentian
Sementara Sebaman atan Seural Keglatan  [(Skorseng)
BT B

¢ bohwa P /BRE...J* twelah memenuhi  kewaiiban
schagaimana diperintahkan dalam Divektur Jerderal/ Kepala
[¥nns Provinsy Kepalan Dimas Kabupoben Kotaj* Nomor
tenfang Penghentinn  Sementmm Sebagion atou Selarob
Eegintan [Skorsing] PT ../ BER. 0%

d. baklwra berdesarkan pertimbangan tersebut pada huiraf a,
bl b dan haruf €, maka ditetspkan Kepotusan Direkfur
denderalf Kepala Dimces Prousroeds Kepacle Dhnas
Kebupaten)/ Kotg)® ferdang Pencobufon Penghentian
Sementars  Sehagian  atay Selumih Kegiatan  [(Skorsing)
Kepada PT...... FHEK. ... J%

Wrti Informusl Feratunnt Peramdiong-Lsndinegan Bidang Kelernagakermn




Mengingnt: : 1. Undong-Undang Noemor 3 Tabun 1951 tentang Pernyatasmn
Berdakunya  Undang-Undiong Pengawasan  PerBardban
Tabun 1948 Nomor 23 daf Republik Indonesia untuk
seluruh Indopesia [Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 1951 Komor-4);

2 Undang-Undang  Nomor 13 Tohun 2003 tentang
Ketendpgakerjsan |Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 23 MNomor 389, Tambahen Lembaran Negarn
Republik Indanesia Nomnor 42795

3.  Peraturan Menter Ketenagnkerjaan Nomor o Tabun
2016 tentang Penempatan Tenega (Berita Negarn Bepublik
Indonests Namor )

MEMLUTUSEAN:

Menetapkan,

PRERTANMA © Mencabut Eeputusan  Déirebdur Aenderol/ Kepala Dings
Privdnsly Kepula ' Dings Kobupoieny Kog)® Nomor
tentong Penghentian Sementara Sehoagian atay  Seloruh
Kegiatarn  (Skorsmg)  PTo..../BRE....J* senk tangeal
ditetapsun Keputusan (o,

KEDLEA Dengan  dicabutnya Keputusan Deeldur Jernderal Kepalo
Mnas Provinsl’ Kepala Dhinas Krabnupsecheer’ Kot *
sthagwmana  dimaksud Diktum  PERTAMA  maka
o B | i 1 dnpal melnkukan  kembali IIEE,I.EI.I:IT.I
pelayanan pensmpatan dalam negert sesusl dengan Surat
fmn Usaho Lemboga Penempatan Tenogo Kero Swoasto
Nomor .../ Tanda Daftar BEE Nemor %

KETIGA © Keputusan Dhrektir Jerderals Kepala Dinas
Proving/ Kepola  Dénas  Kabupaoten/ Kofo) mi ke
bertaky pada tenggshl ditetapkan.

Diitetaphsn di
pada tanges]

[Prjutat Penerbit Keputuaan],

Wirrta friferist Peraternes Petimdang-Uindangan Biddng Keferegakerunan




Wirrtat Freformass Peratunion Pernmdimrg-Urdangar Bidang Ketrrmgakergamn




